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ABSTRACT

THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE LAND DEED OFFICIAL iN THE
IMPLEMENTATION OF MORTGAGE CERCIFICATE REGISTRATION iN
SEMARANG CITY

The existence of Law number 4 of 1996 on Right of Mortgage Over
Land Including Objects in relation to land has a significant role for developing
economic law and will increase economic growth as a whole because of the
availability of definite legal security and protection to the parties. The related
party in connection with the implementation of the Jaw is Land Deed Official as
provided in article 10 paragraph (2) stipulates that right of mortgage
conducted by making mortgage certificate and then registered to the Land
Administration Official as provided in article 13 Paragraph (1) and paragraph

@

Object of this research is, first, to know the performance of the Land
Deed Official regarding with the implementation of mortgage certificate
registration in Semarang city. Second, to know the role and responsibility of
the Land Deed Official from conferral up to registration of mortgage right
conferral certificate.

The used approach of this research is socio-legal intended to analyze
the implementation of the registration of right of morigage by Land Deed
Official at the Land Administration Office. Right of mortgage, as legal
institution, is not a norm phenomenon rather than an empirical fact in society.
The used data are primary and secondary. They, in tumn, analyzed by
qualitative analysis.

The result shows that before referring certificate of mortgage right, first
of all the Land deed Official should collect juridical data on subject and object
of mortgage right. The next steps are to make and to sign certificate of
referring right of mortgage and finally registered to the Land Administration
Office.

The Land Deed Official has a significant role and responsibility to the
process of mortgage right registration because they should collect alf relevant
document as juridical data carefully as provided by law. Beside it, they are the
only official one having competence to make certificate of referring rmorigage
right and obiiged to register the made certificate including the relevant
document to the Land Administration Office. In the event of infringement to
the deadiine provided by law, the land deed Official will be imposed
administration sanction but not revoke the ceriificate and able registered.




ABSTRAK

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) DALAM PRAKTEK PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK
TANGGUNGAN (APHT) DI KOTA SEMARANG

Kehadiran Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
(UUHT) dalam kerangka perkembangan hukum ekonomi mempunyai peranan
sangat penting, karena dengan adanya lembaga jaminan atas tanah yang
kuat dan dapat melindungi kepentingan para pihak pada akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan . Salah satu pihak
yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini adalah PPAT, hal
tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT yang menyebutkan
bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akia
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan dilanjutkan dengan
pendaftarannya ke Kantor Pertanahan sesuai dengan tersebut dalam Pasal
13 ayat (1) dan ayat (2).

Tujuan dari penelitian ini adalah uniuk mengetahui kinerja Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktek pendaftaran Akta Pemberian Hak
Tanggungan di Kota Semarang, serta untuk mengetahui bagaimana peranan
dan tanggung jawab PPAT sejak pemberian sampai pendaftaran APHT
iersebut.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris yang
dipergunakan uniuk menganalisis prakiek pendaftaran Hak Tanggungan oleh
PPAT di Kantor Pertanahan, karena sebagai lembaga hukum Hak
Tanggungan bukan merupakan suatu gejala normatif, tetapi merupakan
sesuatu yang berkaitan dengan realitas yang ada dalam masyarakat, dengan
menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis
dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum membuat APHT, PPAT
terlebih dahulu melakukan persiapan dengan mengumpulkan data yuridis
yang menyangkut subjek dan objek Hak Tanggungan. Langkah selanjutnya
adalah pembuatan dan penandatangan APHT serta mendaftarkannya ke
Kantor Pertanahan.

PPAT mempunyai peranan dan tanggung jawab yang penting dalam
proses pendaftaran Hak Tanggungan, karena disamping ia harus
mengumpulkan dengan cermat semua dokumen-dokumen yang menjadi
sumber data yuridis sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, ia juga
merupakan satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat
APHT dan diwajibkan untuk menyampaikan APHT yang telah dibuatnya
beserta berkas-berkasnya yang diperlukan ke Kantor Pertanahan untuk
didaftar. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh PPAT terhadap batas waktu yang
ditentukan oleh undang-undang, maka PPAT yang bersangkutan akan
dikenakan sanksi administratif tapi APHT tidak batal dan tetap dapat
didaftarkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan naéionai,
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
Daiam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, sangat
diperlukan dana dalam jumiah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang
sebagian besar diperoleh melaiui kegiatan perkreditan.

Mengingat peniingnya kedudukan dana perkreditan tersebut , sudah
semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak iain yang terkait
mendapat periindungan melaiui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang
dapat pula memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Daiam Pasal 51 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), sudah disediakan lembaga jaminan yang kuat yang dapat
dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti
iembaga Hypotheek dan Credietverband.

Selama 30 tahun sejak mulai berlakunya UUPA, lembaga Hak

Tanggungan diatas belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena |

belum adanya undang-undang yang mengatur secara lengkap sesuai dengan
yang dikehendaki oleh keteniuan pasal 51 tersebui. Dalam kurun waktu itu,

berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 57 UUPA, dibertakukan




ketentuan Hypothéek sebagaimana diatur oleh buku Il Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata indonesia dan ketentuan Credietverband dalam Staatsblad
1908-542 vyang telah diubah dengan ketentuan Staatsblad 1937-190
sepanjang mengenai hai-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau
berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Ketenfuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas
berasal dari jaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang
periaku sebelum adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-pokok
ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan
dimaksudkan untuk diberlakukannya hanya untuk sementara wakiu, yaity
sambil menunggu terbentuknya Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal
51 diatas.

Ketentuan tersebutv jelas tidak sesuai dengan asas Hukum Tanah
Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan
yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari
kemajuan pembangunan ekonomi . Akibatnya, timbul perbedaan pandangan
dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum
jaminan atas tanah , misalnya pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan
eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan
tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepas’;ian dalam kegiatan
perkreditan.’

Setelah menunggu wakiu yang cukup lama , pada tanggal 9 Aprii
1996 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak

tanggungan atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUPA, yaitu

! Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah




.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah atau yang disingkat
dengan UUHT | yang dituangkan dalam iembaran Negara nomor 42 tahun
1996 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3632,

Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) pada
tanggal 9 April 1996, Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga
jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis. 2

Dalam penjelasan UUHT dikemukakan, bahwa sebagai lembaga hak
jaminan atas tanah yang kuat Hak Tanggungan harus mengandung ciri-ciri ;

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya .

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu
'berada.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak
ketiga dan memberi Kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Memperhatikan ciri-ciri diatas, maka dengan Undang-undang ini
ditetapkan kétentuan—ketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang oleh
Undang-Undang Pokok Agraria (UVUPA) diberi name; Hak Tanggungan.
Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka tujuan UUPA untuk
membangun Hukum Tanah Nasional akan selangkah lebih maju dalam
mewujudkan dan menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

? Boedi Harsono , Hukum Agrarin Indonesia {Sejarah Pembentuka Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya} , Penerbit Diambatan, Edist Revisi 2003, hal 419

(78]



Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini pada dasamya
adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun
kenyataannya sering kali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman,
dan hasii karya, yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah
yang dijadikan jaminan tersebut Sebagaimana diketahui Hukum Tanah
Nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan asas pemisahan
horizontal dimana benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang
bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak
aias tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut.

Penerapan asas-asas hukum adat tersebut tidak mutlak, melainkan
sefalu memperhatikan dan diseéuaikan dengan perkembangan Kenyataan
dan kebutuhan dalam masyarakat. Hak Tanggungan atas tanah,
dimungkinkan pula meliputi benda-benda yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah tersebut dan keikutsertaannya dijadikan jaminan dalam praktek
harus dengan tegas dinyatakan oleh pihak-pihak dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 2 tahap
kegiatan yaitu :°
1. Tahap pemberian hak tanggungan, vyaitu denéan dibuatnya Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), yang didahuiui dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin.
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat

lahirya hak tanggungan yang dibebankan.

® Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Penerbit Fakultas
Hukum Unsiversitas Diponegoro Semarang, hal. 64




Menurut peraturan perundang-undangan yang beriaku, PPAT
adalah pejabat umum yang berwenang membuat akia pemindahan hak
~ atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang
bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-
masing. Dalam kedudukén sebagai yang disebutkan diatas, maka akia-
akia yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHT menyatakan bahwa
pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan
pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan
perundang-undangan yang beriaku. Dengan demikian isi pasal tersebut
menentukan, bahwa Hak Tanggungan sudah diberikan (walaupun belum
tahir) kalau APHT sudah dibuat dan ditandatangani.

Perbuatan pemberian Hak Tanggungan dituangkan dalam APHT
dan wajib untuk didaftarkan, sehingga wujud pendaftaran adalah
pendaftaran APHTnya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3),(4)
dan (5) UUHT yang mengkaitkan lahimya Hak Tanggungan dengan
pendaftaran. |

Momen lahirmya hak tanggungan merupakan momen yang sangat
penting sekali sehubungan dengan munculnya hak iagih preferen dari

kreditor, menentukan tingkat / kedudukan kreditor terhadap sesama




kreditor preferen dan menentukan posisi kreditor dalam hal ada sita
jaminan atas benda jaminan. *

Pasal 13 ayat (2) menetapkan bahwa PPAT mempunyai Kewajiban
pendaftaran hak tanggungan karena jabatannya. Selain ada ketentuan
kewajiban, juga ada batas wakiu pelaksanaan pengiriman berkas
pendaftaran tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayar (2)
UUHT yang menyebutkan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan.

Kata “selambat-lambatnya” mempunyai arti , APHT dan warkah
lainnya uniuk pendaftaran harus sudah terjadi pada hari ke 7 hari kerja.
Hal ini berarti bahwa pengiriman APHT dan warkahnya sebelum 7 hari
dibenarkan. Jika diperhatikan, batas waktu 7 hari adalah batas wakiu
untuk mengirimkan APHT dan warkahnya, mengenai “kapan berkas
diterima” oleh kantor pertanahan tidak menjadi masalah.

Keterlambatan pengilriman berkas tersebut tidak mengakibatkan
batainya APHT yang bersangkutan dan Kepala Kantor Pertanahan tetap
wajib memprosesnya. Tetapi PPAT yang bertanggung jawab terhadap
semua akibat, termasuk kerugian yang diderita pihak-pihak yang
bersangkutan, yang disebabkan cieh keterlambatan pengiriman tersebut.
Misalnya, Hak Tanggungan yang diberikan tidak dapa:t didaftar, karena

tanah yang bersangkutan telah terkena sita jaminan.®

Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (4) UUHT dikaiakan bahwa untuk
mencegah agar pembuatan Buku Tanah Hak Tanggungan tidak beriarut-farut

sechingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi

4 1. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, buku 2, Penerbit PT.Citra Aditva,
Bandung 1998, hal. 138
* Boedi Harsono, op cit, hal 437




jaminan kepastian hukum, maka ditetapkan suatu tanggai yang pasti sebagai
tanggal buku tanah itu vyaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari dipenuhinya
persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap.

Mengingat fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cukup besar
dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan
negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan
pembangunan nasional, juga karena berkaitan dengan perfindungan dan
kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka penulis merasa
tertarik untuk meneliti tentang peranan dan tanggung jawab PPAT khususnya

daiam prakiek pendaftaran APHT.

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan PPAT dalam prakiek pendaftaran Akta Pemberian
Hak Tanggungan?

2. Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam prakiek pendaftaran Akta

Pemberian Hak Tanggungan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan PPAT dalam prakték pendaftaran Akta
Pemberian Hak Tanggungan.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam praktek pendaftaran Akta

Pemberian Hak Tanggungan.




4. MANFAAT PENELITIAN

Penetian ini diharapkan dapat berguna dari 2 sisi yaitu :

1. Sisi praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi

masukan bagi PPAT dalam hal praktek pendaftaran APHT, sehingga
terlaksana sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA dan UUHT dalam
rangka memberi perliindungan dan kepastian hukum bagi debitor, kreditor

dan pihak lain yang terkait.

. Sisi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan peranan
PPAT pada khdsusnya dan hukum jaminan dibidang Hak Tanggungan
pada umumnya serta dapat dipergunakan sebagai kajian untuk
menyempurnakan Hak Tanggungan agar lebih akomodatlif terhadap

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

. SISTEMATIKA PENULISAN.

Tesis ini terdiri dari 5 bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab | berisi tentang pendahuiuan yang terdiri dari 5 sub bab vyaitu iatar
belakang, perumusan masaliah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab il berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri ;:Iari 2 sub bab yaitu
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Hak Tanggungan Sebagai hak
Jaminan Atas Tanah

Bab Il berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari 6 sub bab yaitu
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi peneiitian, populasi-

tekhnik sampling- sampel, tekhnik pengumpulan data dan analisis data.




4. Bab IV berisi tentang hasit penelitian dan analisis data yang terdir dari 2
sub bab yaitu peranan PPAT dalam prakiek pendaftaran APHT dan
tanggung jawab PPAT dalam praktek pendaftaran APHT .

5. Bab V berisi tentang penutup terdiri dari kesimpuian dan saran.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum PPAT
Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) sudah dikenal sejak berlakunya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendafiaran tanah.

Dalam PP tersebut, PPAT disebut sebagai pejabat yang berfungsi membuat

akta untuk memindahkan hak atas ianah, memberikan hak baru atau
membebankan hak atas tanah. Kemudian tahun 1985 meiaiui Undang-
Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun ada disebutkan tentang
PPAT yang membuat akta pemindahan hak untuk Hak Milk atas Satuan
Rumah Susun yaitu dalam Pasal 10 ayati (2}, namun belum ada suatu defenisi
yang pasti tentang siapa PPAT itu.

Ketentuan mengenai kedudukan dan tugas PPAT ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT), dimana dalam Pasal 1 ayat (4) undang-undang
tersebut untuk pertama kali ditegaskan statusnya sebagai pejabat umﬁm yang
diberi wewenang uniuk membuat akia pemindahan nhak atas tanah, akia
pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan Hak
tanggungan menurut perundang-undangan yang beriaku. Boedi harsono

menyebutkan bahwa pejabat umum adalah orang yang diangkat oieh instansi




vang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau
kegiatan tertentu.®

Jabatan PPAT disebut juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24
tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai penyempurnaan dari PP
Nomor 10 tahun 1961, seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 24 yang
menyebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akia tanah tertentu. Khusus mengenai jabatan PPAT ini
kemudian dibuat dan diundangkan daiam Peraturan Jabatan PPAT
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dimana
termuat defenisi PPAT sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang
berbunyi sebagai berikut :” pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membpuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Dalam Pasai 1 angka 2 dan 3 PP nomor 37 tahun 1998 disebutkan
juga tentang PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT Sementara adaiah
pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan
fugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup
terdapat PPAT, sedangkan PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertananan
Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT
dengan membuat akia PPAT tertentu khusus daiamlrangka peiaksanaan
program atau tugas Pemerintah tertentu.

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum iebih diperkuat iagi dengan

adanya ketentuan:

¢ ibid, hal 486

ii




b)

d)

Bahwa sebeium menjalankan jabatannya, PPAT dan PPAT ser:nentara
wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT dihaciapan dihadapan
Kepala Pertanahan Kabupaten / Kotamadya di daerah kerja PPAT
yang bersangkutan (pasal 15 ayat (1) PP nomor 37 tahun 1998 )
Banhwa ditetapkan baginya bentuk dan ukuran papan nama serta
bentuk dan ukuran stempel jabatan (Pasal 20 PP nomor 37 iahun
1998 ).

Bahwa ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN besamya
imbatan (honorarium) uniuk membuat akta (Pasal 32 PP nomor 37

tahun 1998)

Bahwa untuk menjabat jabatan PPAT ditetapkan batas usianya (Pasal

B, 8 PP nomor 37 tahun 1998)

Bahwa ia wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh
menteri dan dalam melaksanakan tugasnya diadakan pengawasan
oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, disertai dukungan sanksi
(Pasal 35 PMNA /KBPN nomor 4 tahun 1999)

Dalam Pasal 1 ayat (4) PP nomor 37 tahun 1998 disebutkan bahwa

akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah

dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam Pasal 21 ayat (1) PP 37 tahun

1998 ditetapkan bahwa akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan

oleh Menteri, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat oteniiknya suatu

akta. Tiap PPAT mempunyai daerah kerja, dan hanya berwenang membuat

akta mengenai tanah yang ada di wilayah kerjanya.




Akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata
adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleﬁ atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa
untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Dengan demikian akia Pejabat

Pembuat Akta Tanah merupakan akta otentik yang telah memenuhi unsur

yang ditentukan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal _

yang sama juga disebutkan dalam penjelasan umum atas UUHT angka 7
bahwa akta-akta yang dibuat.oleh PPAT adalah akta otentik, sehingga akta
tersebut menupakan alat bukti yang sempuma.

Tugas khusus yang diberikan kepada PPAT adalah dalam rangka
melaksanakan sebagian pendaftaran tanah, yang oleh UUPA ditugaskan
kepada Pemerintah. Karena kegiatan pendaftaran tanah rmerupakan kegiatan
Tata Usaha Negara, maka sebagai pejabat yang bertugas khusus di bidang
pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah PPAT adalah Pejabat Tata
Usaha Negara. Oleh karenanya menurut rumusan Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 Pasal 1 angka 2, PPAT adalah
pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap PPAT berlaku juga
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. !

Hakekat dari jabatan PPAT adalah :

1. PPAT adalah pejabat umum yang diberi tugas daﬁ wewenang khusus
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akia yang
membuktikan bahwa telah dilakukan dihadapannya perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun.

2. Akia yang dibuatnya adalah akta otentik, yang hanya dialah yang berhak

membuatnya.
3. PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

4. Yang merupakan keputusan PPAT sebagai pejabat tata usaha negara

adatah keputusan menolak atau mengabulkan permohonan pihak-pihak
yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta mengenai perbuatan

" ibid, hal. 436
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hukum yang mereka lakukan dihadapannya. Member keputusan
merupakan kewajiban PPAT, dalam hal syaratnya dipenuhi ia wajib
mengabulkannya, sebaliknya dalam hal ada syarat yang tidak dipenuhi ia
wajib menolaknya.?

2.1.2. Daerah Kerja PPAT

Ketentuan tentang kedudukan dan tugas PPAT dijumpai dalam PP
nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganii dari PP
nomor 10 tahun 1961. Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 57 tahun 1997, dan
penjelasannya dituangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3696. Ketentuan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997 mendapat
pengaturan secara lengkap dan rinci daiam Peraturan Menteri Negara Agraria
/ Kepaia BPN Nomor 3 tahun 1997 .

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

ditegaskan bahwa :
“Setiap peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibukiikan dengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku”.

Mengingat fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cukup besar
dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan
negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan
pembangunan nasional, perlu segera diterbitkan peraturan jabatan Pejabat
Pembuat Akia Tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak

lanjutnya, maka pada tanggal 5 Maret 1998 felah diundangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 {Lembaran Negara nomor 52 tahun 1998

% ibid, hal, 488-489




dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3746) tentang Peraturan Jabaftan

'Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mulai berlaku sejak diundangkannya.

Ketentuan pelaksanaan PP nomor 37 tahun 1998 diatur secara rinci didalam
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Nomor 4 tahun 1999.

PPAT diangkat oleh Menteri Negara Agraria / Kepaia BPN dan masing-
masing diberi daerah kerja tertentu. la hanya berwenang membuat akia
mengenai tanah yang ada di wilayah daerah kerjanya, kecuaii daiam hal-hal
khusus yang memeriukan ijin Kepala Kantor Wilayah Badan Perianahan
Nasicnal (BPN) Propinsi. ° PPAT sebagai pejabat yang membantu Kepala
Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendafiaran tanah,
diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
agraria atau pertanahan.

Seorang PPAT hanya berwenang membuat akita mengenai tanah-
tanah yang terletak didalam wilayah i-:erjanya.10 Berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998 dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa daeran
kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu wilayah kerja kantor
pertanahan kabupaten / kotamadya Daerah Tingkat li (sekarang kabupaten /
kota), sedangkan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Sementara dan Pejabat
Pembuat Akta Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagéi pejabat pemerintah
yang menjadi dasar penunjukanya.

Apabila suatu wilayah kabupaten / kota dipecah menjadi 2 atau lebih
wilayah kabupaten / kota, maka dalam wakiu 1 tahun sejak diundangkannya

undang-undang tentang pembentukan kabupaten / kota yang baru, PPAT

® Boedi Harsono, op cit, hal 435
0 Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994_hal. 4
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yang daerah kerjanya adalah kabupaten / kota semula harus memilih salah
safu wifayah kabupaten / kota itu sebagéi daerah kerjanya, dengan ketentuan
bahwa apabila pemilihan daerah tersébut tidak dilakukan pada waktunya,
maka muiai 1 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan
Kabupaten / Kota tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya
meliputi wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan . Hal ini berarti bahwa
PPAT yang memilih daerah kerja yang tidak meliputi letak kantornya periu
memindahkan kantornya ke dalam daeranh kerjanya yang baru.

2.1.3. Kewenangan dan Kewajiban PPAT

Pasai 1 angka 1 PP 37 tahun 1998 menentukan bahwa PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akia otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak milik
Atas Satuan Rumah Susun. Kemudian Pasal 2 menyebutkan bahwa fugas
pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiaian pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukli teiah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rurmnah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran terhadap setiap perubahan data
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum atas tanah tersebut.

Lebih rinci jenis-jenis perbuatan hukum yang memeriukan akia PPAT
adalah : |
a) Jual beli;
b} Tukar menukar,
c) Hibah;
d) Pemasukan kedatam perusahaan (inbreng),

e) Pembagian hak bersama,




fy Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
a) Pemberian Hak Tanggungan;

h) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) PP nomor 37 tahun 1998

ditegaskan bahwa sebagai pejabat umum, PPAT berwenang membuat akia
otentik mengenai perbuatan hukum dalam pemberian Hak Tanggungan.
APHT adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada
kreditor sebagai jaminan uniuk pelunasan piutangnya (Pasal 1 angka 5
UUHT), kewenangan pembuatan APHT adaiah monopoli dari PPAT, selain
PPAT tidak ada pejabat fain yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk
meimbuatnya.

Pemberian Hak Tanggungan adalah salah satu perbuatan hukum yang
ditakukan oleh seorang PPAT, hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 10 UUHT
yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan ciengéri
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan akta pada PPAT merupakan bukfi beralihnya hak
pembebanan atau muiai berlakunya pembebanan. Tanda bukii ini hanya
mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan belum mengikat pihak ketiga,
sedangkan pendaftaran pada kantor pertanahan merupékan alat pembuktian
yang kuat dan tidak hanya mengikat para pihak yang bersangkutan melainkan

juga pihak ketiga.”

Y Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah Penerbit Liberty,
1980, hal. 42
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Dalam pasal 3 ayat (1) PP nomor 37 tahun 1998 dinyatakan :

“Untuk melaksanakan tugas tersebut tugas pokok tersebut seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik
mengenai semua perpuatan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas,
mengenai hak atas tanah dan Hak milik Atas Satuan Rumah Susun yang
terietak didalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus hanya
berwenang membuat akta tanah khusus hanya berwenang membuat akia
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya”.

Sehingga PPAT selain mempunyai fugas pokok melaksanakan kegiatan

pendaftran tanah dengan membuat akia tanah, juga mempunyai kewenangan

" membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas

tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun
1998 diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya
berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas
saiuan Rumah Susun yang terletak didaerah kerjanya. Begitu juga dalam
penjelasan pasal tersebut dinyatakan pada dasamya PPAT hanya berwenang
mengenai tanah atau satuan rumah susun yang terietak dalam daerah
kerjanya, kecuali kalau ditentukan | fain menurut pasal ini. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat
digunakan sebagai suaiu alat pembukiian yang sempurna dalam melakukan
perbuatan hukum lainnya.

Pengecualian dari Pasal 4 ayat (1) ini ditentukanl daiam ayat (2) yaitu
uniuk akta tukar menukar, akta pemasukan kedalam perusahaan (inbreng),
dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam

daerah keria seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, dapat dibuat oleh PPAT

i8




" yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah

susun yang menjadi objek perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 19 PP nomor 37 tahun 1998 ditentukan bahwa
dalam wakiu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan, Pejabat
Pembuat Akia Tanan waijib :

1. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan
teraan cap / stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Propinsi, Bupati [ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat i,
Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang
wilayahnya meliputi daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
bersangkutan.

2. Melaksananakan jabatannya secara nyata.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berkantor di satu kantor
dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akia harus memasang papan nama
dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh
Menteri, demikian ditentukan dalam dalam Pasal 20 PP No. 37 Tahun 1988,

Seianjutnya datam Pasal 21 PP No. 37 Tahun 1998 ditentukan, akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh
Menteri, semua jenis akta Pejabat Pembuat Akta Tanah diber satu nomor
urut yang berulang pada permulaan tahun takwim. Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah dibuat dalam bentuk asli daiam 2 ( dua ) tembar, yaitu :

a. Lembar pertama sebanyak 1 ( satu ) rangkap disimpan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.

b. lLembar kedua sebanyak 1 { satu ) rangkap atau lebih menurut banyaknya

hak atas tanah atau satua rumah susun yang menjadi obyek perbuatan
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hukum dalam akta, yang disampaikan kepada kantor Pertanahan untuk
keperluan pendaftaran, atau dalam hal akia tersebut mengenai
pemberian kuasa membebarnkan hak tanggungan, disampaikan kepada
pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta pemberian hak
tanggungan , dan kepada pihak yang berkepentingan dapat diberikan
salinannya.

Setiap lembar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah asli yang disimpan
vleh Pejabat Pembuat Akia Tanah harus dijilid sebulan sekaii dan setiap jilia
terdiri dari 50 lembar akta dengan jilid terakhir dalam setiap bulan memuat
iembar-lembar akta sisanya. Pada sampul buku akta hasil penjilidan akta-akta
itu dicantumkan daftar akta didalamnya yang memuat nomor akta, tanggal
pembuatan akta dan jenis akta. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 PP No.
37 Tahun 1998.

Daiam Pasai 26 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 ditentukan
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah harus membuat satu daftar untuk semua
akta yang dibuatnya. Buku daftar Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah diisi
setiap hari kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ditutup setiap akhir hari
kerja denga garis tinta yang diparaf oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
bersangkutan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengirfm laporan bulanan
mengenai akta yang dibuatnya, yang diambii dari buku daftar akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor
lain sesuai ketentuan undang-undang atau Peraturan Pemeriniah yang

berlaku setambat-lambatnya tanggal 10 buian berikutnya.
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Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pejabat
Pembuat Akta Tanah dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini Meteri yang
bertanggung jawab dibidang agraria / pertanahan. Demikian ditentukan dalam

Pasal 33 PP No. 37 Tahun 1958.

2.2. HAK TANGGUNGAN SEBAGA! HAK JAMINAN ATAS TANAH

Berbicara tentang Hak Tanggungan, tidak dapat teriepas dari sejarah
hukum jaminan pada umumnya di indonesia seteiah perang dunia | yang
mengalami perkembangan yang lamban. Dalam arli tidak terjadi
pembaharuan hukum ataupun pengaturan-pengaturan yang baru mengenali
lembaga jaminan yang telah lama dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Juga tidak terjadi pengaturan mengenai lembaga
jaminan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan
telah lama diakui oleh yurisprudensi, misalnya lembaga fidusia. "

Mukum di satu pihak selalu terdapat perkembangan, perubahan, ada
pengertian tetapi dipihak fain perubahan itu berlangsung dalam satu alur, ada
kontinuitas. Perkembangan dan perubahan seperti itu hanya dapat dimengerti
apabita melinat adanya alur perubahan itu.™

Kesadaran akan adanya kesinambungan dalam pengaturan undang-
undang mempunyai pengaruh yang penting, ciaiarln kita mengartikan
ketentuan hukum yang baru, yaitu dalam hal adanya perubahan undang-
undang. Apalagi untuk lembaga Hypotheek dan Credietverband yang teiah

berlaku sekian lama dinegara Indonesia, yang sejak beriakunya UUPA telah

12 g1 Soedewi Masjahoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukuwin Jaminan dan
Jaminan Perorangan, Penerbit Liberty 1980, hal. 3
B J. Satrio, op cif, hal 7-8
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diganti dengan hak jaminan atas tanah yang baru yaitu Hak Tanggungan,
sudah dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya atas kesadaran hukum
masyarakat mengenai hukum jaminan.

2.2.1. Pengertian Hak Jaminan Atas Tanah

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa:
"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari , menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

ini berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua
kewajibannya, yaitu semua utangnya . Inilah yang oleh hukum Jerman
dinamakan ‘“haftung’. Jika seseorang mempunyai satu utang, maka
jaminannya adalah semua kekayaannya. Semua kekayaan debitor tersebut
dapat disita dan dilelang dan hasil pelelangan ini diambil untuk membayar
utangnya pada kreditor.”

Hak jaminan disini tidak memberikan kewenangan bagi yang berhak
untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai berupa uang, hanya
memberikan jaminan bagi pemenuhan suatu prestasi yang berupa memberi
sejumlah uang.”™

Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah
untuk didahutukan”.

Hak jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal

1131 KUHPerdata lahir karena undang-undang dan terjadi demi hukum tanpa

harus diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal debitor memiliki sebidang tanah,

M Subekii, Jaminan-jeminan Unfuk Pemberian Kredit Menurut Huknm Indonesia, Penerbit
Alumni_ Bandung, 1978, hal. 19
13 purwahid Patrik dan Kashadi, op cit, hal 4
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maka tanah tersebut dengan sendirinya menjadi jaminan utang dari debitur
tersebut kepada kreditor yang mengutangkan kepadanya (fanah sebagai
jaminan utang). Tidak ada persyaratan tertentu untuk pembebanannya,
dapat dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan, bahkan secara lisan pun
boleh, apabila debitor wanprestasi, tanah tersebut disita lalu di jual ielang dan
hasilnya dibagi diantara kreditor-kreditornya seimbang menurut besar
kecilnya piutang mereka masing-masing.

Untuk pemberian pinjaman dalam jumiah yang kecil dan debitornya
beritikad baik, jaminan umum pasal 1131 KUHPerdata kiranya tidak
menimbulkan masalah. Namun, dalam perkreditan modern, dimana
kreditomya pada umumnya adalah lembaga keuangan atau bank yang
menyalurkan dana milik masyarakat dengan jumlah yang besar, jaminan
umum Pasal 1131 KUHPerdata dirasakan kurang memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi kreditor. Oleh karena itu, untuk mengamankan
pengembalian dana milik masyarakat yang disalurkan mefaiui kredit, bank
pada umumnya mensyaratkan jaminan atau agunan. Salah satu agunan yang

banyak diminati oleh bank adalah tanah, dengan pertimbangan antara lain

- tanah tidak mudah musnah, harganya stabii bahkan di daerah cenderung

meningkat dan kaiau dijual peminatnya banyak.
Untuk dapat dijadikan jaminan utang, tanah tersebut harus mempunyai
nilai yang dapat dihitung dengan uang, karena akan merupakan jaminan bagi

pelunasan suatu utang yang berupa uang. Juga harus dapat

- dipindahtangankan, karena jika debitor cidera janji tanah yang dijadikan -

jaminan akan dijual. Untuk dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani

hak jaminan atas tanah, selain kedua syarat tersebut, tanah yang
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bersangkutan harus termasuk golongan yang didaftar (bersertipikat) dan
secara tegas ditunjuk oleh undang-undang sebagai objek lembaga jaminan
yang bersangkutan.’® Hal tersebut berbeda dengan tanah sebagai jaminan
utang yang hanya memiliki 2 (dua) syarat yaitu bisa dinilai dengan uang dan
bisa dipindahtangankan.

Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus
dapat diberikan kepada kreditor yang memberi wewenang kepadanya uniuk,
jika debitor cidera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula
ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambii seiuruh atau sebagian
hasiinya untuk pelunasan piutangnya tersebut, dengan hak mendahulu
daripada kreditor-kreditor yang lain (“droif de preference”. Selain
berkedudukan mendahuiu, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah tetap
berhak menjual leiang tanah yang dijadikan jaminan dan mengambil
pelunasan piutangnya dari hasii penjualan tersebut, sungguhpun tanah yang
bersangkutan sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (‘droit de
suite”).!’

Dalam pergaulan modern sekarang, penggunaan hak-hak atas tanah
sebagai jaminan bukan merupakan hal yang asing lagi, karena dalam sistem
perekonomian masyarakat masa kini penggunaan lembaga kredit mempunyai
peranan yang sangat peniing dan menentukan sekaii.' Keadaan demikian
menuntut untuk mengadakan peraturan hukum tentang lembaga jaminan
yang tangguh, yang dapat memenuhi tuptutan dan kebuiuhan jaman.

Daiam UUPA vyang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Mitik,

B oedi Harsone, op cit, hal 57
7 ibid , hal. 56-57
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Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sebagai hak-hak atas tanah
yang wajib didaftar dan menurut sifainya dapat dipindahtangankan. Oleh
Karena itu dalam pasal 51 UUPA yang harus diatur dengan undang-undang
adalah Hak Tanggungan atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna
bangunan.

Ketentuan dalam Pasal 51 UUPA belum terlaksana dalam waktu yang
tlama, namun hal ini sudah diperhitungkan oleh ﬁembuat UUPA sehingga
dipandang peru untuk mengadakan suatu ketentuan peralihan sebagaimana
yang tersebut dalam Pasal 57 UUPA yang menyatakan bahwa selama
Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut daiam Pasal 51 belum
terbentuk , maka yang berlaku dalam prakiek adalah ketentuan-ketentuan
mengenai hipotik daiam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan
credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang diubah dengan
S.1937-190.

2.2.2. Sejarah Singkat Hak Jaminan Atas Tanah

Sejarah hak jaminan atas tanah ini terbagi dalam 3 kurun waktu yaitu
1. Hak Jaminan Atas Tanah Sebelum Beriakunya UUPA

Salah satu peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap bangsa
indonesia adalah keanekawarnaan hukum yang berlaku, memecah belah
rakyat Indonesia menjadi golongan-golongan yang n;tana tiap golongan
diperlakukan hukum-hukum yang berbeda-beda pula, khususnya daiam
hukum sipil (perdata dan dagang).® |

Adapun yang menjadi dasar atau landasan hukum berfakunya keadaan

tersebut setelan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah

" LGN, Sugangga, Hukum Waris Adat, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal.1
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Pasal 131 IS ayat (2) sub b jo Pasal 131 IS ayat (6) jo Pasai Il Aturan
Peralihan UUD 1945 jo Pasal 192 ayat (1) Konstitusi RIS jo Pasai 142 UUDS
1950 jo Pasatl |l Aturan Peralihan UUD 1945.°

Sebagai akibat politk hukum pemerintah jajahan dahuiu, maka
sebagaimana halnya dengan Hukum Perdata, Hukum Tanah pun sebelum

berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat Hukum Agraria. Ada

yang bersumber pada Hukurmn Adat, yang berkonsepsi politik komunalistik'

religius. A&a yang bersumber pada Hukum Barat yang individualistik-liberal
dan adapufa yang berasal dari berbagai bekas pemerintah swapraja, yang
umumnya berkonsepsi feodal.?°

Sebeium berlakunya UUPA, dalam hukum pertanahan di Indonesia
telah mengenal hak jaminan atas tanah. Untuk tanah barat yang dijadikan
jaminan seperti hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal, lembaga
jaminannya adalah Hypotheek. Untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan
hutang, jaminan itu disebut gadai (pand). **

Lembaga hypoteek pada waktu itu ketentuan hukum materiinya diatur
daiam buku li Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1182
sampai dengan 1332. Tata cara pemberian, penerbitan tanda bukti haknya
dilakukan oleh pejabat yang disebut Overschrijvings Ambtenaar berdasarkan
Overschrijvings Ordonantie (3S.1934-27). Setelah dibuatkan aktanya oleh

pejabat yang bersangkutan, kemudian diterbitkan surat tanda buktinya berupa

Grosse Akta Hypotheek. Jadi pemberian Hypotheek dihadapan

" ibid, hal. 3
* Boedi Harsono, op cit, hal.1-2
2 giti Soetam, Pengantar Tara Hukmum Indonesia, PT. Eresso, Bandung, 1992, hal.28
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Overschrijvings  Ambtenaar yang membuat aktanya  sekaligus '
mendaftarkannya.?

Selanjutnya apabila yang dijadikan jaminan adaiah tanah yang berasal
dari Hak milk Adat , lembaga jaminan vyang disediakan adalah
Credietverband yang ketentuan materiinya baik pemberian maupun
pendaftaran telah diubah dengan S.1937-190. Dalam hal ini pemberiannya
dilakukan oleh wedana yang bertugas membuat aktanya, sekaligus
mendaftarkannya. Sebagai tanda buktinya diterbitkan grosse akta
Creditverband dan lembaga jaminan ini hanya dapat diberikan daiam bank-
bank tertentu.

2. Hak Jaminan Atas Tanah Setelah berlakunya UUPA, sebelum UUHT

Dengan beriakunya UUPA yaitu UU nomor 5 tahun 1960 pada tanggal
24 September 19860, dalam pasal 51 ditentukan sebagai iembaga hukum
jaminan atas tanah yang diberi nama Hak Tanggungan, yang uniuk
selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUNKT). Adapun hak-hak atas tanah yang dibebani
dengan Hak Tanggungan tersebut adaiah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan
Hak Guna Bangunan sebagaimana disebut dalam pasal 25, 33 dan 39 UUPA.

Kelahiran UUPA telah membawa perombakan fundamentai terhadap
hukum pertanahan pada umumnya dan ketentuan—keteﬁtuan yang mengatur
mengenai fembaga hak jaminan atas hak atas tanah pada khususnya.?® Agar

iembaga tersebut bisa mulai digunakan sejak UUPA mulai berfaku, diperiukan

** Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta 1986, hal 87
* Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Penerbit Djembatan,
Jakarta 1999 hal. 26
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peraturan-peraturan sebagai pelengkap ketentuan-ketentuannya sendiri yang
sudah ada *. Untuk itu ditentukan dalam Pasal 57 disebutkan -

“selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal
51 belum terbentuk, maka yang mulai berlaku adalah ketentuan-ketentuan
mengenai Hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang
diubah dengan S.1937-190".

Ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek yang dimaksudkan bukan
hanya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi
. juga ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebanan dan penerbitan
surat tanda buktinya sebagaimana diatur dalam Overschrijvings Ordonantie
1934,

Seilanjutnya, dengan mulai berlakunya pendaftaran tanah menurut
ketentuan PP 10 tahun 1961, fatacara permbebanan dan penerbitan sertipikat
nypotheek dan credietverband tidak menggunakan ketentuan-ketentuan
hypotheek dan credietverband menurui Overschrijvings Ordonantie dan
pejabat yang membuat aktanya bukan lagi Overschrijvings Ambtenaar
(Pejabat Balik Nama) dan wedana tapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAU,
keadaan tersebut berlangsung sampai undang-undang yang mengatur Hak
Tanggungan terbentuk.

Boedi Harsono mengemukakan bahwa yang terang masih berlaku
diantara pasal-pasal dalam buku il Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata

adalah pertama pasal yang mengatur hypotheek yang pada tanggal 24

September 1960 masih berlaku, yaitu pasai 1162, 1189, 1173 sampai dengan

* Boedi Harsono , ap cit, hal. 146
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1181. 1184 dan 1185, 1189 sampai dengan 1194 dan pasal 1197 sampai
dengan 1232.%

Pasal 1164 Kitab Undang-Undanngukum Perdata (KUHPerdata) tidak
berlaku lagi daiam hubungannya dengan hukum tanah, karena telah diganti
dengan pasal 25, 33 dan 39 UUPA. Pasal-pasai tersebut menentukan Hak
Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan sebagai objek Hak
Tanggungan, yang menggantikan hipotik sebaéai lembaga jaminan. Pasal-
pasal yang fain yang mengatur hipotik, sejak mulai berlakunya Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1948, memang belum pernah
berlaku. %

Ada perbedaan pendapat mengenai beriakunya hak tanggungan yang
disebutkan dalam Pasal 51 UUPA, pendapat pertama, dalam hal ini Prof.
Soebekt, mengatakan bahwa mengenai segi materiiinya Hypotheek dan
Credietverband masih berlaku ketentuan lama, sedang segi formilnya
{(pendaftaran / pembukaan , cara pembebanan / pemasangan, pencoretan
dan sebagainya) harus diatur peraturan-peraturan baru. Narmun menurut
Boedi Harsono, Hypotheek sebagai lembaga jaminan atas tanah
sebagaimana halnya dengan Creditverband, sejak tanggal 24 September
1860 sudah tidak ada lagi, karena sudah diganti dengan Hak Tanggungan,
sebagai lembaga hak jeminan atas tanah yang baru. Sedangkan hipotik
sebagai hubungan hukum yang konkret, konversinya secara tegas disebut

dalam Pasal | ayat 6 ketentuan konversi UUPAZ

® ibid, hal.139
* ibid
% ibid, hal 149 dan 151
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Pasal-pasal yang mengatur tentang hipotik masih dinyatakan tetap
berlaku, karena :

a. Hipotik sebagai lembaga hak jaminan masih tetap ada untuk benda bukan
tanah, yaitu kapal-kapal dengan isi bruto sekurang-kurangnya 20 m®
seperti diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Masih diperiukan untuk dapat mengoperasionalkan hak tanggungan
sebagai hak jaminan atas tanah yang baru, melengkapi ketentuan-
ketentuannya .sendiri, sebelum undang-undang yang mengaturnya
terbentuk (pasal 51 jo 57 UUPA).

3. Sesudah beriakunya UUHT

Setelah menunggu selama 36 tahun sejak UUPA menjanjikan akan
adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka pada tanggal 9 Aprii 1996
disahkan UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dengan diundangkannya UUHT, maka tidak saja menunjukkan atau
terciptanya unifikasi Hukum Tanah Nasional, tapi benar-benar makin
memperkuat terwujudnya tujuan UUPA yaitu memberi perlindungan hukum
pada masyarakat dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanah termasuk jaminan atas tanah.

Dengan demikian maka ketentuan hipotik dan creditverband
sepagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UUPA tidak berlaku lagi karena

semuanya diatur dalam UUHT dan peraturan pelaksanaannya.
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2.2.3. Hak Tanggungan
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 pada pasal 1 angka 1
telah dirumuskan tentang pengertian Hak Tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain.

Berdasarkan pengertian Hak Tanggungan di atas dapat disimpulkan
bahwa Hak Tanggungan adaiah lembaga jaminan atas tanah dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah atau merupakan satu kesatuan
dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan
diutamakan kepada kreditornya ternadap kreditor-kreditor lain (droit de
preference). Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 penjelasan umum
UUHT, bahwa vyang dimaksudkan dengan “memberikan kedudukan
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain * adalah :

* pahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegaﬁg Hak Tanggungan
berhak menjual melalui peielangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan
diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-
piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang beriaku”.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, terdapat unsur-unsur

esensial, yang merupakan sifat dan ciri-ciri dari Hak Tanggungan , vaitu :

a. Lembaga jaminan untuk peiunasan utang tertentu;
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Pembebanannya pada hak atas tanah:

Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah;

Memberikan kedudukan yang preferen kepada kreditornya.?®

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak

Tanggungan sampai dengan saat ini adalah:

1.

UUPA: Pasal 25,33,39 dan 51 mengenai Hak Milik, Hak Guna Usaha dan
Hak una Bangunan sebagai objek Hak Tanggunan dan perintah
pengaturan Hak tanggungan lebih lanjut dengan undang-undang;

UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah (LN 1998-42;TLN 3698);
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 3 tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agrana / Kepala BPN nomor 4 tahun 1996
tentang Penetapan Batas Wakiu Penggunan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan Uniuk enjamin Pelunasan Kredit-kredii Tertentu’
Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatumya,
dengan memperhatikan ketentuan Pasai 14, dinyatakan dalam Pasal 26
UUHT, bahwa peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai
berlakunya UUHT berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, yaitu
pasal 224 Reglemen Indonesia yang di-baharui dan pasal 258 Rechts
Reglemen Buiten Gewesten;

Dalam Pasal 25 UUHT dinyatakan, bahwa sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan daiam UUHT, semua peraturan perundang-undangan
mengenai pembebanan Hak Tanggungan, kecuali ketentuan mengenai
Credietverband dan Hypotheek sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan, tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanagn
UUHT dan dalam penerapannya disesuaikan dengan ketentuan UUHT.”

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang timbul karena adanya

petianjian pokok. Perjanjian jaminan tersebut adalah perjanjian accesoir yaitu

perjanjian yang meiekat pada perjanjian pokok atau juga dikatakan perianjian

ikutan karena perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri dalam arti eksistensi,

peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan bergantung kepada perjanjian

8 Racmadi Usman, op cit, hal 69-70
2 Boedi Harsono, op cit, hal. 417-418
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pokoknya. istilah Hak Tanggungan ditemukan dalam Pasal 25, 33 dan 39
UUPA yang antara lain menyatakan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan

Hak Guna Bangunén dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak

. Tanggungan, sedangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 27 UUHT serts

penjelasannya, objek Hak Tanggungan adalah :

a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ;

b. Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku
wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;

¢. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasii karya yang telah
ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang
merupakan milik pemegang hak atas tanah dan dinyatakan dengan tegas
dalam APHT;

d. Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang didirikan
diatas tanah Hak Pakai Atas Tanah Negara. |

2. Tahap Pemberian Hak Tanggungan

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 2 tahap
kegiatan yaitu :

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, yang didahului dengan adanya
perjanjian utang piutang yang dijamin. |

b. Tahap pendaftaran oleh Kanior Pertanahan, yang merupakan saat
lahimya Hak Tanggungan yang dibebankan.*

Dalam pasal 10 UUHT disebutkan bahwa :"Pemberian Hak

Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan

3 Purwahid Patrik dan Kashadi, op cit hal. 64
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sebagai jr_arninan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan
'merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang
persangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT disyaratkan bahwa pemberian Hak
Tanggungan didahuiui dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan,
kalimat ini setajutnya harus dihubungkan dengan dengan anak kalimat “yang
. dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisabkan dari perjanjian
utang piutang” . Apakah dengan demikian tidak bisa diberi Hak Tanggungan,
kafau di dalam akta utang piutangnya tidak diperjanjikan hal itu? Kalau
diperhatikan lebih seksama, maka disana disebutkan “perjanjian” utang
piutang, bukan "akfa” utang piutang. Karena perjanjian utang piutang pada
asasnya tidak terikat bentuk tertentu, maka bisa dibuat secara lisan maupun
tertulis. Jadi kalaupun dalam akta kreditnya tidak disebutkan tentang jaminan
Hak Tanggungan, kiranya cukup memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1) UUHT
tersebut diatas, kalau dalam perjanjian mungkin lisan yang mendahului
perjanjian kreditnya diperjanjikan jaminan Hak Tanggungan.”

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akia
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku. Ketentuan ini mengajarkan bahwa
pemberian Hak Tanggungan fidak bisa dilakukan dengaﬁ perjanjian dibawan
tangan, melainkan harus dengan akta pejabat yang khusus ditunjuk oleh
peraturan perundang-undangan yaitu PPAT dan dengan dibuatnya dalam

bentuk akta ofentik.

# 1 Satrio, ap cit,, hal. 270
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Menurut pelfgturan perundang-undangan yang beriaku, PPAT adaiah
péjébat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah
dan akia lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah yang bentuk aktanya
ditetapkan sebagi bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai
tanah yang terietak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam
kedudukannya sebagaimana yang disebutkan diatas, maka akta-akta yang
dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.

ist APHT terdiri dari yang wajib dimuat / dicantumkan dan yang tidak
wajib dimuat (fakultatif). Ketentuan mengenai ini yang sifatnya waijib
dicantumkan, jika tidak dicantumkan secara lengkap mengakibatkan APHT
batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas
spesialitas dari Hak Tanggungan mengenai subjek, objek , utang maupun
benda yang dijaminkan.

Berdasarkan Pasal 11 UUHT menyebutkan bahwa isi dalam APHT
yang wajib dicantumkan meliputi :

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan
Dalam hal ini, jika Hak Tanggungan dibebankan pula pada benda-benda
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah miiik orang perseorangan
atau badan hukum lain dari pada pemegang hak atas tanah, pemberi Hak
Tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama-sama pemilik
benda tersebut.

b. Domisili para pihak dan apabiia diantara mereka ada yang berdomisiii di
luar Indonesia, baginya harus dicantumkan suatu domisili pilihan di
indonesia, dan dalam domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT
tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih.

¢. Penunjukan secara jelas utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak
Tanggungan.Daiam hal ini memuat juga nama dan identiias debitor yang
bersangkuian.

d. Nilai tanggungan

Nilai tanggungan vyang dimaksud adaiah suatu pernyataan sampai

sejumlah berapa batas yang dijamin dengan Hak Tanggungan

bersangkuian. Utang yang sebenarnya bisa kurang dari nilai tanggungan
tersebut.

Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan
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Uraian ini meliputi rincian mengenai sertipikat hak atas tanah yang
bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya
memuat uraian kepemilikan, batas-batas dan luas tanahnya.

Ist yang fakuitatif atau isi yang tidak wajib dicantumkan, berupa janji-
janji dan tidak mempengaruhi terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas
meneniukan untuk menyebutkan janji-janji ini dalam APHT. Dengan dibuatnya
janji-janji datam APHT yang kemudian didaftar pada kantor pertanahan, maka
janji-janji tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Pembuatan APHT wajib dihadiri oleh pemberi Hak Tanggungan,
kreditor sebagai penerima Hak Tanggungan (HT) dan 2 orang saksi * (dalam
pembuatan APHT kreditor disebut sebagai pénerima HT, namun setelah HT
lahir kreditor disebut sebagai pemegang H"I'). Jika tidak dapat hadir sendiiri, ia
wajib menunjuk pihak iain sebagai kuasanya dengan Surat Kuasa
Viembebhankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT. Pemberian kuasa
tersebut wajib dilakukan dihadapan Nofaris atau PPAT dengan akia otentik
dan disertai batas wakiu penggunaannya yang mana harus dikaitkan dengan
status tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan kemudian wajib diikuti
dengan pembuatan APHT. Adanya pembatasan wakiu penggunaaan SKMHT
tersebut saiah satu tujuannya adalah untuk menghindari berlarut-larutnya
wakiu pelaksanaan pemberian APHT. |

Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada
PPAT vyang keberadaannya sampai wilayah kecamatan, dalam rangka
memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memeriukan,

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan

%2 Boedi Marsono, ap cit, hal. 435




kepada kreditor, Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak
Tanggungan baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di Kantor
Pertanahan.
3. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftar
pada kantor pertanahan selambat-iambatnya 7 hari kerja setelah
penandatanganan APHT. PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan
dan warkah lain yang diperlukan pada kantor pertanahan, melalui petugas
atau dikirim rnefalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling
baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang
ada, serta selalu berpedoman pada fujuan untuk didaftarkannya Hak

Tanggungan itu secepat mungkin.

Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUHT dijelaskan bagaimana caranya

pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan, tata cara pelaksanaannya adalah -

sebagai berikut :
“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan
APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperiukan kepada Kanior
Pertanahan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan
dengan membuatkan Buku Tanah Hak Tanggungan dan mencatainya dalam
Buku Tanah Hak Atas Tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta
menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan®
Yang dimaksud dengan warkah yang lain meliputi surat-surat bukti
yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan dan identitas pihak-pihak yang
bersangkutan, termasuk didalamnya sertipikat hak atas tanah dan / atau
surat-surat keterangan mengenai objek Hak Tanggungan. PPAT wajib

meiaksanakan ketentuan tersebut karena jabatannya dan sanksi atas




‘pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan PPAT.

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan
dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam
buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta
menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Mengenai tanggai buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ke-
7 (tujun) setefah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi
pendaftarannya dan jika hari ke-7 jatuh pada hari fibur, buku tanah yang
bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Kepastian tanggal”buku
tanan itu dimaksudkan agar pembuatan buku tanah Hak Tanggungan tidak
berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pinak yang berkepentingan
dan mengurangi jaminan kepastian hukum. Dengan adanya hari tanggal buku
tanah Hak Tanggungan itu lahir, asas publikasi terpenuhi dan dapat mengikat
kepada pihak ketiga.

Dalam hal hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum bersertipikat,
tanah tersebut wajib diseriipikatkan dahulu sebelum dilakukan pendafiaran
Hak Tanggungan yang bersangkutan. Wakiu hari ke-7 yang ditetapkan
sebagai tanggal buku tanah Hak Tanggungan tersebut dalam hai demikian,
dihitung sejak selesainya pendaitaran hak atas tanah yaﬁg bersangkutan.

Dalam Pasal 14 UUHT disebutkan bahwa sebagai tanda bukti adanya
hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 14
ayat (4) UUHT ditentukan bahwa sertipikat hak atas tanah yang telah

dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan, dikembaiikan kepada
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pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, namun kreditor dapat
memperjanjikan lain didaiam APHT yaitu sertipikat hak atas tanah tersebut
diserahkan kepada kreditur. Setelah sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan maka oleh Kantor Pertanahan diserahkan kepada
pemegang Hak Tanggungan, demikian menurut Pasal 14 ayat (5) UUHT.

Memperoieh hak istimewa yaitu mendapat pelunasan teriebi.h dahulu
dari kreditor-kreditor lainnya apabila debitor cidera janji (hak preferen)
ternadap objek hak jaminan yang telah ditunjuk, merupakan tujuan dari
peranjian penjaminan pada umumnya termasuk Hak Tanggungan, 6ieh
karena itu, saat lahirnya hak preferen sangat penting bagi kreditor.

Kedudukan istimewa dari kreditor tidak dipercleh pada saat
tercapainya kesepakatan antara pemberi dan penerima Hak tanggungan
dengan ditandatanganinya APHT dihadapan PPAT, karena pada saat
penandatanganan APHT, Hak Tanggungan beium lahir, hak tanggungan lahir
setelah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata, dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualitas, yang
artinya setiap perjanjian itu sudah dilahirkan dan sah (dalam arti mengikat
para pihak) sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian
itu sudah sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hai-hal yang pokok
dan tidak dipersyaratkan suatu formaiitas tertentu. |

Daiam proses pembebanan Hak Tanggungan, nampak jelas
pengecualian terhadap asas konsensualitas ini. Kesepakaian antara pemberi
dan penerima Hak Tanggungan yang dituangkan daiam APHT saja, menurut

UUHT tidak melahirkan Hak tanggungan. Bahkan menurut UUHT, tidak ada
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kemungkinan bagi Hak Tanggungan lahir pada waktu atau tanggal yang sama
pada pemberian Hak Tanggungan itu sendiri.

Dalam UUHT tidak dijumpai ketentuan yang mewajibkan PPAT
mendaftarkan Hak Tanggungan pada tanggal yang sama dengan pemberian
Hak Tanggungan (penandatanganan APHT), malan dalam Pasal 13 ayat (2)
UUHT disebutkan bahwa pendaftaran waijib dilakukan "selambat-lambatnya” 7
{tujuh) hari Kerja seteiah penandatangan APHT.

Sebelum didaftarkan Hak Tanggungan belumn lahir, konsekwensinya
hak preferen (droit de preference) belum ada, droit de suite belum ada, objek
Hak tanggungan tersebui masih bisa disita oleh pengadiian, kalau pemiiik
jaminan itu jatuh pailit maka harta itu masuk boedef kepailitan dan yang masin
beriaku adaiah penjaminan umum bérdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.

Adanya pembebanan Hak Tanggungan ‘oie‘n para pihak yang
dituangkan dalam APHT dihadapan PPAT, pihak ketiga belum tentu
mengetahui adanya Hak Tanggungan tersebut. Dengan ditandatanganinya
APHT, adanya Hak Tanggungan baru diketahui oleh pemberi dan penerima
Hak Tanggungan, saksi-saksi dan PPAT karena administrasi PPAT sifatnya
tertutup bagi umum. Siapa krediiornya, piutang yang mana dan berapa
jumiahnya yang dijamin serta benda-benda yang mana yang dijadikan
jaminan dan berapa nitai tanggungannya, dengan mudahl dapat diketahui olen
pihak-pihak vyang berkepentingan apabila Hak Tanggungan tersebut
didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena daftar yang tersedia pada kantor

pertanahan bersifat terbuka untuk umum.
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Dengan iahimya Hak Tanggungan tersebut, maka kreditor pemegang

Hak Tanggungan mendapat perlindungan dan kedudukan istimewa sebagai

berikut

1.

Jika debitor cidera janji, kreditor berhak menjuai lelang harta kekayaan
tertentu yang ditunjuk khusus sebagati jaminan dan mengambii pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut; terlebih dahulu dari kreditor-
kreditor lainnya (droit de preference);

Kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap berhak menjuai lelang benda
tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (droit de
suite);

Apabila debitor pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, kreditor
pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang
diperoiehnya menurut UUHT. ini berarti, bahwa objek Hak Tanggungan
tidak termasuk dalam boedel kebailitan, sebelum kreditor mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang bersangkutan;
Sifat Hak Tanggungan adaiah tidak dapat dibagi-bagi, jika dibebankan
atas lebih dari satu objek. Hak Tanggungan yang bersangkuian
membebani objek-objek iersebut masing-masing secara uiuh. Jika
kreditnya dilunasi secara angsuran, Hak Tanggungan yang bersangkutan
tetap membebani setiap objek untuk sisa utang yang ‘beium diiunasi;
Keistimewaan lainnya adalah banwa Hak Tanggungan itu mudah dan
pasti pelaksanaan eksekusinya, jika kreditor cidera janji. Sertipikat Hak
Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak
Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadiian

Berdasarkan Keiuhanan yang Maha Esa” untuk memberikan kekuatan
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eksekutoriai yang sama dengan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ketentuan mengenai kepastian tanggal lahirnya Hak Tanggungan yang
diatur dalam Pasal 13 yaitu hari ke-7 (tujuh) setelah kantor pertan'ahan
menerima APHT dan warkah-warkahnya secara lengkap.

Hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor tapi juga

memberikan perlindungan seimbang terhadap debitor dan pemberi Hak

Tanggungan bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa

terpengarun oleh cara penyelesaian utang piutang debitor dan kreditor,

dalam hal debitor cidera janji misalnya kreditor iain atau pihak yang membeli

objek Hak Tanggungan. Perlindungan tersebut antara iain:

1.

Pemberian Hak Tanggungan dengan akia otentik, daiam hal ini dengan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT;

Dipenuhinya syarat spesialitas;

Dipenuhinya syarat publisitas (dengan pendaftaran);

Adanya janji yang dilarang;

Lembaga Roya Partial.

42




BAB iii

METODE PENELITIAN

Metodotogi atau ilmu tentang metode, mempunyai arli suatu studi logis
dan sistematis teniang prinsip-prinsip yang akan mengarahkan penelitian,
dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai suatu prinsip dasar
berhasiinya peneliian yang merupakan suatu sistem atau cara' untuk
memperoleh data mengetahui lebih jeias suatu permasalahan yang dihadapi
sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan akhir dalam memecahkan
masalah tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, istilah “metodologi® berasal dari kata
“metode” yang berarti “jaian ke”; namun dernikian, menurut kebiasaan metode
dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

a. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
b. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
¢c. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. %

Dengan demikian peneliian yang dilaksanakan ftidak lain untuk
memperoieh data yang telah teruji_ kebenaran ilmiahnya, namun untuk
mencapai kebenaran iimiah tersebut ada 2 buah pola berfikir menurut
sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan secara empiris atau
pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmianh maka
digabungkaniah metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan

pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.*

33 Soerjono Soskanto, Pengantar Penelitian Hukupt, penerbit Universitas Indonesia 1984, hal. 5
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penclitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia,

1988, hal. 36
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3.1. Metode Pendekatan.

Metode pendekaian yang digunakan dalam peneiitian ini adalah
metode pendekatan yuridis empiri535, dengan alasan bahwa menurut
Bambang Waiuyo, memang sering penelitian hukum empiris tidak dilakukan
tersendiri teriepas dari dari penelitian hukum normatif. Tujuan lainnya agar
diperoieh hasil yang lebin memadai baik dari segi praktek maupun kandungan
iimiahnya.®®

Pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk menganalisis praktek
pelaksanaan pendafiaran Hak Tanggungan oleh PPAT beserta
pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, karena sebagai lembaga hukum
Hak Tanggungan bukan merupakan suatu gejala normatif, tetapi merupakan
sesuatu yang berkaitan dengan realitas yang ada dalam masyarakat, artinya
pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan
yang diteliti dengan hasii penelitan yang diperoleh dalam hubungannya

dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empiris

yang menyangkut proses pendaftaran Hak Tanggungan.

3.2. Spesifikasi Peneiitian

Peneiitian ini adalah deskriptif anailits yang bertujuan uniuk
memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sluaiu kKelompok orang
tertenty atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan aniara dua

gejala atau lebih.¥

35 -p

* ibid, hal. 34

* Bambang Waluvo, Penelitian Hulwm Dalan Prakzek, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.16

* \rawan Sochartono, Metode Penelitian Sosial Suaty Tehnik Penelitian di bidang Kesejahteraan
Sosial Lainnya. 1999, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal.63
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Lebih jauh peneiitian ini berusaha untuk menjeiaskan postulat-postulat
yanglditeiiti secara iengkap sesual dengan iemuan-temuan dilapangan. Data
yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yaitu segala
sesuatu yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab PPAT dalam

praktek pendaftaran APHT yang diperoleh secara langsung dari responden.

3.3. Lokasi Peneiitian

Lokasi penelitan adalah wilayah Kota Semarang. Lokasi ini dipilii
karena Kota Semarang merﬁpakan ibu kota propinsi Jawa Tengah yang
dikenal sebagai kota dagang, sehingga dapat dipastikan menjadi pusat laiu
lintas perdagangan. Dengan demikian untuk menunjang kegiatan usaha
tersebut diperlukan berbagai macam transaksi diantaranya adalah transaksi
kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang menjadi objek dalam penelitian

ini.

3.4. Popuiasi, Teknik Sampiing dan Sampel.

A. Populasi
Popuiasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama®® Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah
sejumiah manusia atau unit yang mempunyai ciri-’ciri atau karakeristik
yang sama.>® Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PPAT yang ada

di kota Semarang.

;:a Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998 hal 121
% Soerjono Soekanto, op cit hal 172
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B. Teknik $_ampiing

Teknik sambting yang dipakai untuk meneniukan sampel dalam penelitian
ini édaiah FPurposive sampling atau penarikan sampei beriujuan dan
dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu,
dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya,*® sehingga tidak
dapat menarik sampel yang besar jumiahnya dan jauh letaknya.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan terteniu harusiah

dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.

Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakeristik tertentu yang
merupakan ciri-ciri utama populasi.

Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan
subjek yang paling banyak mengandung ciri-citi yang terdapat pada
popuiasi.

Penentuan karakeristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi
pendahuluan.®

Dalam penelitian ini diambil 10 orang PPAT dari 130 orang PPAT yang

ada di kota Semarang, dengan aiasan tugas dan wewenang PPAT satu sama

lainnya diatur dengan peraturan yang sama .

C. Sampel

Mengingat tingginya tingkat homogenitas dari populasi maka sampel

yang diambil dari populasi adaiah PPAT selaku pejabat yang berwenang

dan sudah pemah membuat APHT di Semarang sebanyak 10 orang yang

kemudian menjadi responden daiam peneiitian ini.

“ Ronny Hanitijo Soemitro, op cif, hal.51
1 ibid
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Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mengambil
beberapa informasi tambahan dari Seksi Peralihan Hak Kantor Pertanahan
di Kota Semarang yang dijadikan nara sumber sehubungan dengan

pendaftaran Hak Tanggungan.

3.5. Teknik pengumpuian data
Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan
data dengan menggunakan aiat pengumpul data-data tertentu. Penentuan
alat pengumpul data dalam penelitian ini mefiputi data sekunder dan data
primer.
1. Data Sekunder
Data sekunder adaiah data yang diperoien melalui kepustakaan
dengan mengkaji, menelaah dan mengolah buku-buku literatur, peraturan
perundang-undangan, artikel atau tuiisan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang sedang diteliti. Adapm alat pengumpul data yang
dipergunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumentair, yang
meiiputi
a. Bahan hukum primer yaitu bahan—bahan hukum yang mengikat dan terdiri
dari:
1. Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA)
3. PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
4. Undang—Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT).




5.“Pleratur‘a'n' ifvienteri Nega.ra Agraria / Kepala BPN nomor 3 tahun 1997,
tentang Pend_aﬁaran Tanah.
8. Peraturan Menteri "Negaré Agraria / Kepala BPN homor 4 tahun
1988 tentang penetépan Batas Waktu Surat Keputusan Pembebanén
Hak Tanggungan Untuk Menjamin Kredit Tertentu. |
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan jabatan
PPAT. |
8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 4 iahun 1999
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 tahuni1998.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti :
- Karya iimiah (makalah) tentang PPAT dan Hak Tanggungan
¢. Bahan hukum Tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni :
- Kamus Bahasa indonesia
2. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteiiti. Penelitian
data primer ini dimaksudkan untuk memperoieh informasi yang berupa
pengalaman praktek dan pendapat subjek penelitian ienﬁng segala sesuatu
vang berkaitan dengan pendaftaran Hak Tanggungan. Untuk memperolen
data tersebut, maka akan dilakukan wawancara dengan menggunakan

pedoman wawancara. Wawancara diiakukan ternadap sumber informasi yang




telah ditentukan sebelumnya, sehingga wawancara yang dilakukan
‘merupakan wawancara yang terfokus.*

" Daiam ﬁawanwra ini, rasponden yang diwawancarai mempunyail
pengalaman tertentu atau terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan
dengan permasalah daiam penelitian ini. Dari hasii wawancara ini diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang prakiek pendaftaran Hak Tanggungan.
Kepada responden diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian
diperdalam untk memperoleh  informasi lebih lanjut sehingga diperoieh
jawaban yang lengkap dan mendalam atas permasalahan yang diteiiti dan
hasil yang diperoieh dari wawancara ini merupakan data primer uniuk
mendukung data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian
yaitu :

a). 10 orang PPAT di kota Semarang sebagai respoden

b). 1 orang pejabat yang berwenang di kantor Pertanahan

Semarang sebagai narasumber
3.6. Analisis Data
Data yang diperoleh daiam penelitian ini kemudian dianalisis secara

kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk
selanjuinya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai
Peranan dan Tanggung Jawab PPAT dalam prakiék Pendafiaran Akta

Pemberian Hak Tanggungan di Kota Semarang.

2 ibid, hat.60-61
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA -

4.1. Peranan PPAT dalam Praktek Pendaftaran APHT

Dalam pelaksanaan administrasi perianahan, data pendaftaran tanah
yang tercatat di kantor pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau
siatus' sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang
menyangkut data fisik maupun data yuridisnya. Dalam hubungan dengan
pencatatan data yuridis ini, peranan PPAT sangatiah penting. Menurut
ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, peralihan dan pembebanan hak aias tanah, haknya dapat
didaftar apabila dibukiikan dengan akta PPAT.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “peranan” diartikan
sebagai “tindakan yang difakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. 2

Dalam kaitannya dengan praktek pendaftaran APHT oleh PPAT, berdasarkan

hasil wawancara dengan responden, tindakan yang dilakukan dapat berupa :

A, Persiapan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melaiui 2 (dua)
tahap, yaitu :
a. Tahap pemberan Hak Tanggungan, dengan dibuatnya APHT oteh PPAT,
~ yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin;

Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat

o

fahirmya Hak Tanggungan yang dibebankan.

% Tim Prima Pena. Kamms Resar Bahasa Indonesia { Edisi Terbaru), Penerbit Gitamedia Press hal.
641
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Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHT, bahwa awal dari tahap pemberian

Hak Tanggungan didahuiui dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan

sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dgaiam

perjanjian ‘uiang piutang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
perianjian utang piutang yang bersangkutan.

Bila dilihat dari urutan kegiatannya, pembebanan Hak Tanggungan
sebenamya terdiri dari 3 tahap, yaitu :

a. Tahap pertama adalah adanya perjanjian utang piutang.

b. Tahap kedua adalah pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan
APHT

¢. Tahap pendaftaran dan pemberian sertifikat Hak Tanggungan 44

Dengan demikian, pendaftaran merupakan tahap akhir proses pembebanan

Hak Tanggungan. Dengan kata lain, pendaftaran diiakukan apabila :

a) Pertama, ada peranjian utang piutang atau perjanjian lain yang
menimbuikan utang piutang yang didalamnya mengandung janji uniuk
memberikan hak atas tanah sebagai agunannya. Perjanjian utang piutang
ini selalu dibuat tertulis baik di bawah tangan atau dengan akta notariil,

~ dimana perjanjian utang piutang ini merupakan dasar untuk melakukan
perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberian jaminan yang
dimaksud. Namun dalam prakiek atas permintaan ;:;ara pihak khususnya
kreditor yang pada umumnya adalah bank iebih banyak dibuat dengan
akta notariii;

b) Kedua, janji tersebut kemudian direalisasikan dengan pemberian Hak

Tanggungan atas tanah tersebut dalam APHT dihadapan PPAT. Ini

# Maria Darus Badrul zaman, Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.121
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berarti pahwa pemberian Hak Tanggungan harus dengan akta otentik,
bukan dengan akia dibawah tangan.

Salah satu asas dari hak jaminan pada umumnya, baik kebendaan
maupun jaminan perorangan adatah "asas accesoir’, yang artinya baik lahir
maupun kelangsungan hidupnya, beralihnya serta berakhirnya hak jaminan
terganiung pada perjanjian pokoknya yang berupa utang piutang. Dalam hal
perjanjian pokoknya tidak sah, maka perjanjian accescirnya batal demi
hukum:. .

Dalam praktek, Notaris atau PPAT hanya membuat akta atas
permintaan para pihak , fidak ada akia Notaris atau PPAT yang dibuat karena
jabatan atau tanpa diminta. Walaupun Notaris atau PPAT membuat akia atas
permintaan para pihak, ini tidak berarti bahwa setiap ada permintaan,
pembuatan akta harus selalu dipenuhi. Notaris atau PPAT wajib menolak
membuat akia jika syarat yang ditentukan untuk pembuatannya tidak
terpenuhi. Hal ini logis karena produk yang dihasilkan merupakan akta otentik
dan ini harus disadari betul oleh setiap Notaris atau PPAT. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini dapat berakibat fatai, misainya jika perjanjian pokok
atau perjanjian kreditnya batal maka hak jaminannya (dalam hal ini hak
tanggungan) juga batal.

Peranan PPAT dalam membuat dan menerbitkén akta peralihan hak
atas tanah dan akta fain seperi APHT harus sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Misainya, sebelum membuat akia
tersebut, PPAT harus memperhatikan teriebih dahuiu identitas para pihak dan
sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Untuk hak atas tanan yang telah

didaftar akan tetapi beturn memiliki sertipikat hak atas tanah, maka sebagai

Ln
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pengganti dari sértipikat hak atas tanah tersebut adalah surat keterangan
pendaftaran atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten /
kota setempat yang menerangkan bahwa hak atas tanah tersebut befum
memiliki sertipikat hak atas tanah. Apabila hak atas tanah tersebut sama
sekali belum didaftarkan, maka pemilik hak atas tanah dapat mengajukan
permohonan kepada kepala desa atau iurah setempat uniuk dibuatkan Surat
Keterangan Hak Milik yang diketahui camat setempat.

Persiapan pembuatan APHT oleh PPAT dilakukan dengan, cara
mengumpulkan data yuridis yang menyangkut subjek (debitor dan kreditor
atau calon pemberi dan calon pemegang Hak Tanggungan) , data yuridis dari
objek Hak Tanggungan dan dokumen lain tentang adanya perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian utang piutang . Berdasarkan data yuridis yang
dikumpulkan, PPAT dapat mengetahui berwenang tidaknya para pihak untuk
melakukan perbuatan hukum seria aias haknya dan objeknya bebas dari
sengketa, sehingga dapat memberi keputusan untuk menerima atau menoiak
pembuatan APHT tersebut. Setefah data yuridis mengenai subjek dan objek
telah dikumpuikan dan, kegiatan PPAT selanjuinya sebeium meiaksanakan
pembuatan APHT adalah memeriksa keabsahan darn data-data tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 39 Peraiuran Pemerintah {(PP) nomor 24
tahun 1997 juncio Pasal 97 Peraturan Menteri Negar"a Agraria {PNMNA) /
Kepaia BPN nomor 3 tahun 1987, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan
pengecekan pada Kantor Pertanahan seiempat mengenai kesesuaian
sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan

dijadikan jaminan dengan buku tanah yang ada di kantor tersebut.
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Pertama, apabila sertipikatf%ersebut seéuai dengan daftar yang ada,
maka kepala kantor ‘pertanahan atau -.pejabat yang ditunjuk membubuhkan
pada halaman perubahan sertifikat yang asli cap atau tﬁ!isan dengan Kaiimat :
“telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” , kemudiarn
diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Pada haiaman perubahan buku
tanahnya dibubuhkan cap atau iulisan dengan kalimat : "PPAT......(nama dari
PPAT yang bersangkutan) felfah minta pengecekan sertipikal’, Kemudian
diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

Kedua, apabila sertipikat yang ditunjukkan itu ternyata bukan dokumen
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, pada sampul dan semua halaman
sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kaiimat " sertipikat
tidak diterbitkan oleh kantor perianahan.....” kemudian diparaf.

Ketiga, apabila ternyata sertipikat diterbitkan oleh kantor pertanahan
yang bersangkutan, akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat
didaiamnya tidak sesuai lagi dengan yang tercatat dalam buku tanah dan
surat ukur yang bersangkutan, maka oleh Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),
sesuai data yang tercatat di kantor pertanahan. Pada sertipikat tersebut tidak
dicantumkan suatu tanda apapun.

PPAT wajib menolak pembuatan APHT jika terﬁyata sertipikat yang
diserahkan kepadanya bukan dokumen vyang diterbitkan oleh kanior
pertanahan {"sertipikat palsu”) atau data yang dimuat didaiamnya tidak sesual

lagi dengan daftar yang ada di kantor pertanahan.45

* Boedi Marsono. Op cit, hal 434
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Daiam praktek, paré PPAT selalu berusaha untuk fneiakukan
pengecekan ierhadap daita vyuridis dari subjek ‘maupun ot;jék Hak
Tanggungan tersebut, hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dari data-
data tersebut, objeknya tidak dalam sengketa dan untuk memastikan bahwa
para pinak yang menghadap adaiah orang yang berwenang untuk melakukan
perbuatan hukum tersebui sehingga proses pembuatan APHT dan
pendaftaranivya ke Kantor Pertananan dapat berjaian ancar.

Berdasarkan temuan di lapangan dapat dilihat bahwa peranan PPAT
sangat penting dalam melakukan tugas dan kewenangannya daiam
pembuatan APHT, vyaiiu dimana sebelum membuat APHT ia harus
mengumpuikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan daiam pembenan Hak
Tanggungan dengan cermat sehingga sesuai dengan yang diminta oieh
undang-undang dan memastikan keabsahannya dan kemudian dilanjutkan

dengan pendaftaran ke kantor pertanahan.

B. Pelaksanaan Pembuatan APHT

Setelah melakukan pengecekan terhadap keabsahan data yuridis
mengenai subjek dan objek Hak Tanggungan dan setelah berkas-berkas
yang dibutuhkan lengkap, maka PPAT akan membuat APHT. Pelaksanaan
pembuatan akia oleh PPAT termasuk pembuatan APH"F, secara garis besar
diatur dalam Pasal 101 PMNA / KBPN nomor 3 tahun 1997. Pembuatan akia
oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa

tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1).




Pada dasamnya, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir sendiri di

hadapan PPAT, namun dalam keadaan tertenit pemberi hak Tanggungan

tidak dapat hadir sendiri maka ia dapat menguasakannya kepada pihak lain.

Pemberian kuasa fersebut wajib dilakukan dihadapan PPAT aiau.Notaris
dengan akia otentik vyang disebut Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT). Dalam praktek, lebih sering yang datang menghadap
kepada PPAT hanya penerima Hak Tanggungan (kreditor) saja dengan
membawa surat kuasa dari debitor untuk membebankan Hak Tanggungan.
Jadi dalam hal ini penghadap bertindak sebagai kuasa dari pemberi Hak
Tanggungan dan sebagai penerima Hak Tanggungan.

SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah bersertipikat wajib diikuti
dengan pembuatan APHT selambat-tambatnya 1 (satu) buian sesudah
SKMHT diberikan dan batas waktu 3 (tiga) buian jika hak atas tanah yang
dijadikan jaminan belum terdaftar atau belum bersertipikat. Adanya
pembatasan waktu penggunaan SKMHT tersebut salah satu tujuannya
adalah untuk menghihdark‘an berlarui-larutnya waktu pelaksanaan pembuatan
APHT.*® Hal tersebut banyak terjadi untuk pinjaman kredit yang besar,
namun ada pengecualian terhadap SKMHT yang diberikan untuk menjamin
pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha Kecii yang masa berlakunya sampai masa
berakhimya perjanjian pokok (berpedoman kepada P:‘v‘irlxiA! KBPN Nomor 4
tahun 1998 tentang Penetapan Batas Wakiu Penggunaan SKMHT Untuk
Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu), dan dalam hal ini SKMHT tidak

dilanjutkan dengan pembuatan APHT.¥

¥ Habib Adjie, Hak Tanggupgan Sebagai Lenibaga Jaminan Atas Tanalh, Penerbit CV. Mandar
Maju, Bandung, 2000, hail4
" Muhammad Hafidh, Notaris/PPAT di Semarang, wawancara tanggal 16 April 2005

56




Pemouatan akta hams dlsaKsskan oieh sekurang kurangnya 2 (aua)'

orang saksi yang menurut ketemuan peraturan perundang—undangan yang

berlaku memenuhi syarat untuk oertmdak sebaga: saksv dalam suatu

perbuatan hukum. Tugas dari para saksi adalah memberi kesaksian
mengenai (ayat 2) : |

a) Kehadiran para pihak atau kuasanya

b} Kebenaran dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akfa,
¢} Telah dilaksanakannya pgrbuatan hukurm tersebut oleh para pihak .

Sebeium akta ditandatangani, PPAT wajib membacakannya kepada
para pihak yang bersangkuian dan memberi penjeiasan mengenai isi dan
maksud pembuatan akia itu, serta prosedur pendaftaran yang harus
dilaksanakan seianjuinya sesuai ketentuan yang beriaku (ayat 3).

Dalam Pasai 102 ditentukan, akia PPAT dibuat sebanyak 2(dua)
jembar yang semuanya asli ("in Originali"), satu lembar disimpan di kantor
PPAT dan satu iembar lagi disimpan kepada kepala kantor pertananan untuk
keperiuan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
diberi saiinannya.

Dengan selesai dibuainya APHT dihadapan PPAT, baru terpenuhi
syarat spesialitas, karena daiam APHT selain nama, identitas dan domisiii
Kreditor dan debitor, wajib disebut juga secara jelas dén pasti piutang yang
mana yang dijamin dan jumiahnya atau nilai tanggungannya, juga uraian yang
jelas dan pasti mengenai benda-benda yang ditunjuk sebagai objek Hak
Tanggungan. Kemudian timbul kewajiban PPAT untuk mendaftarkan APHT

tersebut ke Kantor Pertanahan untuk memenuni syarat pubiisitasnya.




4.2. Tanggung Jawab PPAT Daiam Prakiek Pendaftaran APHT

Dalam Kamus Bahasa indonesia, kata "tanggung jawab” diartikan
sebagai :

‘Kewajiban fterhadap segala sesuatunya; fungsi menerima

pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak tain”.*®
Tentunya dengan adanya kewajiban tersebut, mengakibatkan adanya sanksi
apabila kewajiban tersebut dilalaikan atau tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Demikian juga dengan kewajiban PPAT sehubungan prakiek
pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan, juga mengandung sanksi tertentu
apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Surat Edaran Menteri Agraria / Kepala BPN nomor 640-1198
tanggai 1 Aprii 1999, aspek dari perbuatan yang kejelasannya menjadi
ianggung jawab PPAT adalah :

a. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akia;

0. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data
yuridisnya;

c. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pinak yang
melakukan perbuatan hukum. |

Tugas pokok dari PPAT menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP nomor
37 tahun 1988 adaiah melaksanakan sebagian kegiatén pendaftaran tanah
dengan membuat akia sebagai bukii telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ifu.

8 Pim Prima Pena, Kamus Resar Bahasa Indonesia (Fdisi Terbary), Penerbit Gitamedia Press, hal. 794
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Menurut Pasai 19 UUPA juncto Pasal 5 PP nomor 24 tahun 1997,
pendaftaran fanah adalah tugas pemerintaﬁ yang penyelenggaraannya
ditugaskan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan
peiaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Pasal 6
ayat (1) PP 24 tahun 1997). Pasal 6 ayat (2) PP tersebut dijelaskan bahwa
dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan dibantu oleh
PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas
tertentu.

Daiam Pasal 37 dan Pasal 44 PP 24 tahun 1997 disebutkan bahwa
peralihan hak atas tanah (kecuali pemindahan hak melalui lelang) dan
pembebanan Hak tanggungan, ranya dapat ditakukan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat olenr PPAT, yang berwenang menurut ketentuan yang
beriaku. Dalam Pasai 45 PP 24 tahun 1997 ditegaskan bahwa saiah satu
syarat yang dapat menyebabkan Kebala kantor Pertanahan wajib menolak
melakukan pendaftaran pembebanan hak adalah apabila perbuatan hukum
pembebanan hak tersebut tidak dibuktikan dengan akta PPAT.

Sebelum membuat APHT, PPAT terlebih dahulu harus mengumpulkan
data yuridis (baik mengenai subjek maupun objek Hak Tanggungan)
selengkap-lengkapnya sesuai keteniuan-ketentuan perundang-undangan
yang berlaku sebagai syarat sahnya akia yang dibuafnya sehingga dapat
didaftarkan oieh kantor pertanahan.

Data yuridis menyangkut subjek hukum, misalnya bagi orang
perseorangan; kartu tanda penduduk (KTP) para pihak, surat nikah, kartu
keiuarga, perjanjian kawin, surat persetujuan istri (bila diperiukan) sedangkan

uniuk badan usaha; akia pendirian atau anggaran dasar beserta
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perubahannya, ijin usaha, kuasa dari komisaris atau RUPS. Data yuridis yang

menyangkut objek Hak Tanggungan yang harus dikumpulkan oleh PPAT

sevbelum membuat akta, sangat bergantung dari status tanah yang akan
dibuat akta Hak Tanggungannya.

Calam Pasai 8 ayat (2) UUHT disebdtkan bahwa kewenangan uniuk

meiakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan tidak harus

ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pemberian Hak Tanggungan

(penandatanganan Hak Tanggungan), melainkan kewenangan itu harus ada

pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendafiaran Hak Tanggungan

dilakukan. Dengan kata lain, kantor perianahan hanya dapat mendaftarkan

Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan sudah terdaftar atas nama

pemberi Hak Tanggungan. Karena lahimya Hak Tanggungan adalah pada

saat didaftarkan yaitu pada saat buku tanah pembuatan hak tanggungan
tersebut.

Menurut PMNA / KBPN nomor 3 tahun 1997, objek Hak Tanggungan itu
dapat berupa :

a. Tanah yang sudah berseriipikat atas nama pemberi Hak Tanggungan
(Pasal 114)

b. Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah
terciaftar tapt belum atas nama pembperi Hak anggﬁngam dan diperoleh
pemberi Hak Tanggungan karena peralihan hak meiafui_ pewarisan atau
pemindahan hak (Pasal 115)

.c. Sebagian atau hasil pemecahan atau pemisahan dari hak atas tanah

induk yang sudah terdaftar dalam suatu usaha real estate, kawasan
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d.

industri atar Perusahaan Inti Rakyat (PiR) dan diperoleh pemberi Hak

Tanggungar melalui pemindahan hak. (Pasai 118).

Hak Atas Tanah yang belum terdaftar (Pasal 117).

Dokurnen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk meiengkapi

persyaratan pendaftaran Hak tanggungan (berpedoman pada PMNA/KBPN

nomor 3 tahun 1997) tersebut menurut jenis objeknya aniara iain

1.

Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang objeknya berupa hak atas

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdafiar

atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat APHT waijib

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seteiah penandatanganan akta

tersebut menyerahkan kepada kantor pertanahan berkas yang diperiukan

yang terdiri dari :

a.

-

Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat
daftar jenis surai-surat yang disampaikan;

Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak
Tanggungan;

Fotocopy surat bukti ideniitas pemberi dan penerima Hak
Tanggungan;

Sertifikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumanh
Susun yang menjadi objek Hak Tanggungan:

Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Salinan APHT yang sudah diparaf olen PPAT yang bersangkutan
untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepaia Kanior Pertanahan untuk

pembuatan Sertipikat Hak Tanggungar;




- .

g. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabiia pemberian Hak

Tanggungan dilakukan melaiui kuasa.

2. Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang objeknya berupa hak atas

tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun vang sudah {erdafiar

tetapi belum atas nama pemberi Hak anggungan dan diperoleh pemberi

Hak Tanggungan karena peralihan hak melalui pewarisan atau

pemindahan hak, berkas yang diperiukan terdiri dari :

a.

Surat pengantar dari PPAT dibuat rangkap 2 (dua} dan memuat daftar
jenis surat-surat yang disampaikan;

Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak
Tanggungan dan surat permohonan pendaftara peralihan hak atas
fanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun dari pemberi Hak
Tanggungan;

Fotocopy surat bukti identitas pemohon pendaftaran peralihan hak

sebagaimana dimaksud huruf b;

Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun yang menja_di objek Hak Tanggungan,
Dokumen asii yahg membuktikan terjadinya peristiwa / perbuatan
hukum yang mengakibatkan beraiihnya hak atas tanah atau hak milik
Atas Satuan Ruman Susun yaitu :
1) Dalam hai pewarisan: surat keterangan sebagai anli waris dan
akta pembagian warisan apabila sudah diadakan pembagian
warisan;

2) Dalam hal pemindahan hak melalui jual beli: Akta Jual Beli;




3) Dalam hai pemindahan hak meialui ielang: Kutipan Risa!ah
L elang;
4) Dalam hal pemindahan hak melaiui pemasukan modai dalam
perusahaan (inbreng): Akta Pemasukan Ke daiam Perusahaan;
5) Dalam hal pemindahan hak melalui hibah: Akta Hibah
Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 21
tahun 1997 yang telah dirvban dengan UU nomor 20 tahun 2000,

dalam hal bea tersebut terutang;

- Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasisan (PPh), sebagaimana

dimaksud dalam PP nomor 48 tahun 1994 dan PP nomor 27 tahun

1896 dalam hal pajak tersebut terutang;

. Surat-surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima

Hak Tanggungan;

Fotocopy surat bukii identitas pemberi dan pemegang Hak
tanggungan,

Lembar ke-2 APHT;

Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan
untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepaia Kantor Pertanahan untuk
pembuatan sertipikat Hak Tanggungan;

SKMHT, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melaiui kuasa

Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang objeknya berupa sebagian

atau hasil pemecahan atau pemisahan dari hak atas tanah induk vang

sudah terdaftar dalam suatu usaha real estate, kawasan industri atau

Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan diperoleh pemberi Hak Tanggungan



melaiui pemindahan hak, PPAT yang membuat APHT wajib selambat-

“lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut

meyerahkan kepada Kantor Pértanahan perkas yang diperfukan, terdiri

dari :

a. Surat penganitar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat
daftar jenis surai-surat yang disampaikan;

b. Permohonan dari pemberi Hak Tanggungan untuk pendaftaran hak
atas bidang tanah yang merupakan bagian atau pecahan dari bidang
tanah induk;

c. Fotocopy surat bukti identitas pemohon pendaftaran hak atas bidang
tanah sebagairmana dimaksud huruf b;

d. Sertipikat asii hak atas tanah yang akan dipecah {sertipikat induk);

e. Akia Jual Beii asli mengenai hak atas bidang tanah tersebut dari
pemegang hak atas anah induk kepada pemberi Hak Tanggungan;

f. Bukii pelunasan pembayaran BPHTB sebagaiman dimaksud dalam
UU nomor 21 tahun 1997 yang felah dirubah dengan UU nomor 20
tahun 2000, dalam hal bea tersebut teruiang;

g. Bukti pelunasan pembayaran PPh, sebagaimana dimaksud dalam PP
nomor 48 tahun 1994 dan PP nomor 27 tahun 1996 dalam hal pajak
tersebut terutang;

h. Surat-surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima
Hak Tanggungan;

i. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak

tanggungar;

j. Lembar ke-2 APHT;
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k. Saiinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan
untuk disahkan sebagai saiinan oleh Kepala Kantor Pertanahan uniuk

pembuatan sertifikat Hak Tanggungan:

. SKMHT, apabila pemberian Hak Taﬂggunganudilakukan melalui kuasa

4. Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang objeknya berupa hak atas'

tanah yang belum terdaftar. PPAT yang membuat ~PHT wajib selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangan Akta tersebut

. menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas vang diperlukan yang
terair dari :

a. Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat
daftar jenis surat-surat yang disampaikan;

b. Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak milik adat dari pemberi Hak Tanggungan;

¢. Fotocopy surat bukii identitas pemohon pendaftaran hak atas bidang
tanah sebagaimana dimaksud huruf b;

d. Surat keterangan dari Kantor Pertanahan atau pernyataan dari
pemberi Hak tanggungan bahwa tanah tersebut belum tegdaftar;

e. Surat-surat sebagaimana dimaksud Pasal 76 PMNA / KBPN nomor 3
tahun 1997,

f. Bukti pelunasan pembayaran BPHTB sebagaiman dimaksud daiam
UU nomor 21 tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU nomor 20
tahun 2000, daiam hal bea tersebut terutang;

g. Bukti pelunasan pembayaran PPh, sebagaimana dimaksud dalam PP
nomor 48 tahun 1994 dan PP nomor 27 tahun 1996 dalam hal pajak

tersebut terutang.
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h. Surat-surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan deri penerima
Hak Tanggungan:

I. Folocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak
tanggungar;

}. Lembarke-2 APHT;

k. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan
uniuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan urituk
pempuatan sertipikat Hak Tanggungan:

I. SKMHT, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melaiui kuasa

Dalam prakiek, asli dari dokumen-dokumen harus ditunjukkan kepada
PPAT, setelah itu foio copynya yang dijadikan sebagai lampiran pendaftaran
haknya ke kantor pertanahan dengan diberi keterangan bahwa copynya
sesuai asli, diberi cap jabatan dan ditandatangani olen PPAT vyang
bersangkutan. Setelah data yuridis terkumpul barulah APHT dibzcakan dan
ditandatangani oleh para pihak, saksi dan PPAT, maka timbullah kewajiban
PPAT untuk mendaftarkan APHT tersebut ke kantor pertanahan selambat-
lambainya 7 (iujun) hari kerja setelah penandatangan APHT tersebut.
Kegiatan PPAT dalam mengumpulkan data yuridis, membuat akia
pembebanan atau peraithan hak serta mendaftarkannya ke kantor
pertanahan, itulaniah yang dimaksud dengan "PPAT melakukan sebagian
kegiatan pendafiaran tanah’.

Cara penyampaian APHT beserta berkas-berkas lainnya oieh PPAT
kepada Kantor Pertanahan dapat ditempuh salah satu dari 3 cara yang
diperkenankan menurut Pasal 114 ayat (2) PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1997,

yaitu;
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dapat disampaikan iangsung ke Kantor Pertanahan (cileh PPAT atzu

pegawai kantor PPAT yang ditunjuk)

N

apabila didaerah yang ietak kantor PPAT jauh dari Kantor Pertanahzn

dan menurut PPAT yang bersangkutan akan memeriukan biaya yarg’

mahal untuk menyerahikan berkas tersebut dengan cara datang ke Kantor
Pertanahan, berkas tersebut dapat dikirim dengan pos tercatat selamba:-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangan APHT.

.C.n)

disampaikan melalui penefima Hak Tanggungan vyang bersedia

menyerahkannya ke Kantor Pertanahan.

Dalam penjelasan Pasal 13 ayai (2) UUHT dikatakan bahwa

mendaftarkan Hak Tanggungan adalah ‘mengirimkan akta dan warkah” ke
Kantor Pertanahan. Yang paiing berkepentingan dengan pendaftaran Hak
Tanggungan adalah kreditor penerima Hak Tanggungan, hal ini dapat
diartikan bahwa kreditor dapat mendaftarkan sendiri Hak Tanggungan
tersebut, karena pada umumnya kreditor khususnya bank sudah mengetahui
cara-cara pendéftaran. Pasal 13 ayat (2) UUHT mengajerkan bahwz
kewajiban pendaftaran ditujukan kepada PPAT dan dalam penjelasannya
dikatakan bahwa PPAT mempunyai kewenangan (bahkan sebenarnya
kewajiban) pendaftaran Hak Tanggungan “karena jabatannya” (ex ofﬁcio).“g
Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden, diketahui bahwa
dalam praktek PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan dengan
cara disampaikan sendiri yaitu melaiui pegawai kantor PFAT yang ditunjuk
oleh PPAT untuk mendaftarkan Hak Tangungan tersebut. Dari penjelasan-

penjelasan yang dikemukakan- oleh responden tersebut, perulis

* 1. Satrio, op cit, hal 139-140
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menyimpuikan bahwa pendaftaran Hak Tanggungan dengan cara

disampaikan sendiri dipifih oleh PPAT dengan pertimbangan-peﬁimbangan

sebagai berikut:

1. pertimbangan keamanan dokumen karena dengan disampaikan sendiri
oleh pegawai PPAT , resiko kehitangan dokumen penting seperti APHT
dan asli sertipikat tanah sangat kecii terjadi .

2. monitor terhadap pendaftaran Hak Tanggungan lebih mudah. Pegawéi
PPAT yang menyampaikan APHT beserta berkas-berkasnya akan diberi
fanda ferima oleh kanior pertanahan dan apabiia pendaftaran Hak
Tanggungan selesai ditaksanakan, pegawai tersebut dapat menerima
sertipikat tanah dari kantor pertanahan.

3. untuk mempercepat pendaftaran Hak Tanggungan, karena Hak
Tanggungan lahir seielah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan.
Keterlambatan PPAT untuk mendaftarkan Hak Tanggungan ke Kantor
Pertanahan dapat mengurangi kepercayaan klien, apalagi keterlambatan
tersebut mengakibatkan timbuinya kerugian bagi pihak kreditor.

4. karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PPAT
terhadap kiien.

5. letak kantor pertanahan dekat dengan kantor PPAT, sehingga lebih
praktis dan lebih cepat apabila diantar sendiri, |

Resiko mengenai fidak teriaksananya ketentuan UUHT yang
diakibatkan oleh pemilihan cara pengiriman vyang tidak tepat, menjadi
tanggung jawab PPAT yang bersangkutan dan juga akan mempengaruhi

penilaian terhadap pelaksanaan gasnya oleh Kantor Pertanahan.
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Seiain ketentuan yang mewajibkan pendaftaran, juga ada batas wakiy
untuk pelaksanaan pengiriman berkas pendaftaran tersebut. Daiam asal 13
ayat (2) disebutkan bahwa paling lambat 7 hari kefja seteiah penandatangan
APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT tersebut dan warkah iain yang
diperiukan ke Kantor Pertanahan. Tenggang waktu 7 hari dihitung sejak
APHT ditandatangani, dapat disimpuikan bahwa ketentuan batas wakiu
tersebut boleh diberikan tanpa memandang apakah berkas-berkas atau
warkah yang diperiukan untuk pendaftaran.sudah diterima lengkap oieh PPAT
atau pbeium, namun demi keamanan PPAT, APHT seharusnya baru
ditandatangani kaiau semua berkas / warkah yang diperiukan untuk
pendaftaran telah iengkap.

Tiga dari sepuluh responden menyatakan pernah (walaupun jarang
terjadi) mendaftarkan Hak Tanggungan melewati batas wakiu saiu atay dua
hari dari wakiu pendaftaran yang ditentukan oleh undang-undang {selambat-
lambatnya 7 hari kerja setelah penandatangan APHT) dengan alasan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran Hak Tanggungan
tersebut belum iengkap sementara APHT telah ditandatangani, namun tetap
berusaha meminimalkan kekurangan tersebut uniuk menghindari
keterlambatan dalam pendaftarannya. Adapun pertimbangan yang
dikemukakan oleh para PPAT supaya tidak beriarut-larut daiam pendaftaran
Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan antara lain -

a. Eksistensi dari profesi seorang Notaris / PPAT pada umumnya sangat

tergantung pada kepercayaan dari masyarakat atau klien:

o

Mendapat kepercayaan dari kreditor, khususnya bank untuk membuat

akia adalah hal yang sangat diharapkan oieh setiap PPAT, sehingga




narus dipelihara dengan baik. Sekali cacat, kepercayaan sufit d-iperoieh
kembaii; |

C. Hak Tanggungan lahir setelah didaftarkan cieh Kanior Pertanahan dan
daia.m hal ini harus diperhatikan agar ada kepastian hukurn bagi kreditor
dan pihak iain yang terkait daiam pembebanan suatu Hak Tanggungan.

Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT ke Kanior
Pertanahan bervariasi, yaitu ada yang 3 har® atau 5 har® setelah
penandatangan APHT dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperiukan,
atau paling lambat (namun jarang terjadi) 8 hari seteianh penandatangan
APHT. Pada umumnya para PPAT berpendapat bahwa Hak Tanggungan
harus segera mungkin didaftarkan ke Kantor Pertanahan jika semua dokumen
sudah lengkap. Adanya variasi wakiu pendaftaran Hak tanggungan oieh
PPAT ke Kantor Pertanahan sering terjadi karena masaiah teknis antara para
pihak dengan PPAT. Misainya, keterlambaian penyerahan asli sertipikat
tanah kepada PPAT atau Kartu anda Penduduk (KTP) yang habis masa
bertakunya .

Penandatangan APHT oleh PPAT seharusnya hanya dapat ditakukan
apabila semua dokumen yang diperiukan untuk pendaftaran hak Tanggungan
| sudah iengkap, sebab penandatangan APHT dimana dokumen yang
diperlukan masih kurang, menimbulkan resiko teﬁundanyé atau teriambainya
pendaftaran Hak Tanggungan tersebut , dimana hai tersebut sangat

memungkinkan terjadinya hai-hal yang dapat merugikan kreditor, misalnya

* Tri Joko Subandrio, Notaris / PPAT, Wawancara tanggal 18 April 2005
Djoni Djohan, Notaris / PPAT, Wawancara tanggal 21 April 2005
Muhammad Hafidh, Notaris / PPAT, wawancara langgal 16 April 2005
Dwi Hastuti, Notaris / PPAT, wawancara tanggal 2 Mei 2005

*! Dini Handanayatie, Notaris / PPAT, wawancara tanggal 16 April 2005

Zuiaicha, Notaris/PPAT, Wawancara tanggal 19 April 2005
Cynthia Magdalena, Notaris/PPAT, wawancara tanggal 20 April 2005
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terjadi pembiokiran terha_dap objek Hak Tanggungan akibat te_r]'adinya
sengketa tehadap tanah jaminan tersebut, yang mana mgmbutuhkan wakiu
untuk pembersihan objek Hak Tanggungan dari biokir (tin'dakan pihak lain
yang merasa berhak atas tanah yang menjadi cbjek Hak Tanggungan untuk
menghalangi jalannya pembebanan terhadap benda jaminan tersebut) dan
selanjutnya pendafiaran Hak Tanggungan dapat diproses oieh Kantor
Pertanahan.*

Apabila terjadi keterlambatan daiam perdaftaran Hak Tanggungan
yang melebihi waktu 7 hari kefja tersebut, misainya akibat kelalaian dari para
pihak yang belum melengkapi dokumen yang diperiukan, PPAT tidak dapat
dimintakan suatu pertanggungjawaban, namun bila keterlambatan tersebut
merupakan kelalaian dari PPAT, maka PPAT tersebut pertanggung jawab
atas kerugian yang diderita oieh kreditor (dalam hai terjadi blokir terhadap
objek Hak Tanggungan sehingga proses pendaftarannya terhambat), atau
PPAT dikenakan sanksi tertentu.

Dalam Pasal 23 UUHT, terdapat sanksi bagi PPAT yang melakukan
keiaiaian (keterlambatan daiam pendaftaran Hak Tanggungan meiebihi batas
wakiu yang ditentukan), yang berupa :

a) Tegoran lisan;
p) Tegoran tertulis;
¢} Pemberhentian sementara dari jabatan; dan
d) Pemberhentian dari jabatan.
Dalam penjelasan Pasal 23 UUHT, disebutkan bahwa pengenaan

sanksi tersebut disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Ketentuan

52 pIp Suhendro, Notaris/PPAT, wawancara tanggal 18 pril 2005
Suyanto, Notaris/PPAT, wawancara tanggal 16 Aprii 2005
Muhammad Hafidh, Notaris/PPAT, wawancara tanggal 16 April 2005
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.ini mengandung arti bahwa seofang PPAT‘ dapat iangsung diberhentikan dari
jabatannya jika yang dilakukannya adaiah pelanggaran berat dan pemberian
sanksi tersebut tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, misalnya tuntutan gant
rugi dari kreditor.

Akibat hukum atas pelanggaran yang diiakukan oleh PPAT terhadap
batas wakiu uniuk mengirimkan berkas-berkas ke Kantor Pertanahan,
menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUHT hanya dikenakan terhadap FPAT
yang bersangkutan, sedangkan aktanya tetap dapat didafiarkan. Jadi
APHTnya tidak batal , hanya saja keterlambatan tersebut menyebabkan hak
preferen dari kreditor tertangguhkan, sehingga kedudukan kreditor masih
sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menimbuikan - resiko jika sebelum
didaftarkan oleh Kantor Pertanahan ada sita dari pengadilan ternadap objek
Hak Tanggungan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Semarang,
penulis memperoleh data primer tentang proses pelaksanaan Pendaftaran
Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sampai terbitnya
sertipikat Hak Tanggungan yang berpedoman kepada:

a. Undang-Undang Nomot 5 tahun 1960
b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
¢. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1897

d. PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1657
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Daiam data tersebut diuraikan taQap-tahap kegiatan pendaftaran Hak

Tanggungan , yaitu

A. Pemohon (dalam hal ini pegawai PPAT yang ditunjuk), membawa

dokumen yang diserahkan kepada petugas teknis di loket i Apabila
dokumen fengkap, petugas yang ditunjuk membubuhkan tanda tangan,
cap dan tanggal penerimaan pada lembar kedua surat pengantar dari
PPAT sebagai tanda terima berkas tersebut dan mengembalikannya
meialui petugas yang meﬁyerahkan berkas itu atau dalam hal ini berkas
tersebut diterima melalui pos tercatat, menyampaikan tanda ferima itu
kepada PPAT yang bersangkutan melalui pos tercaiat pula. Bersamaan
dengan tanda terima beras tersebut, pemohonakan menerima SPS (Surat
Perintah Setor) biaya pendaftaran Hak Tanggungan uriuk disetor ke
bagian keuangan (ioket 1if).

Apabila dalam pemeriksanaan berkas ternyaia berkas tersebut tidak
iengkap, baik karena jenis dokumen yang diterima tidak sesuai dengan
jenis dokumen yang ‘disyaraikan maupun Kkarena dokumen yang
diserahkan terdapat cacat materi atau dibuat tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 hari kerja sesudah tanggal
penerimaan berkas yang bersangkutan, Kepala Kantor Pertanahan
memberitahukan secara tertulis ketidak-lengkapan tel;sebut kepada PPAT
yang bersangkutan dengan menyebuikan jenis kekurangan yang
ditentukan.

Loket Ili menerima pembayaran berdasarkan SPS dan membuat kwitansi

dan salinannya yang diberikan kepada pemohon, membukukan
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E.

pembayaran tersebut dan selanjutnya menyampaikan bukt pelunasan

biaya pendafiaran Hak Tanggungan ke petugas teknis (loket Ii) kembali.

Loket i (petugas teknis) membukukan dan meneruskannya ke Kasubsi

PPH dan PPAT yang kemudian akan : dipelajari, memberi pengarahan,

menujnjuk petugas pelaksanan subseksi PPH dan PPAT untuk

menangani dan menyampaikan seluruh dokumen ke petugas pelaksana.

Petugas pelaksana akan :

1)

2)

W
St

5)

Mencocokkan data fisik dan yuridis sertipikat hak atas tanah dengan

buku tanah yang dipinjam dari bagian arsip.

Meneiiti seluruh dokumen (identiias pemberi dan penerima Hak

Tanggungan, APHT beserta bukii alas hak lainnya).

Membukukan pada daftar Hak Tanggungan.

Mencatat adanya Hak Tanggur;gan pada buku tanah dan sertipikat

hak atas tanah.

Membuat konsep : buku tanah Hak Tanggungan dan sertipikat Hak

Tanggungan yang tanggalnya adalah :

a. Tanggal hari ketujuh setelah tanggal tanda terima, iika objek
Hak Tanggungan sudah terdaftar atas nama pemberi Hak
Tanggungan;

b. Tanggal hari ketujun setelah hak atas tanahlyang menjadi objek
Hak Tanggungan didaftar peralinan haknya atas nama pemberi
Hak Tanggungan;

c. Tanggal hari ketujuh setelah tanah bekas hak milik adat didaftar

atas nama permberi Hak Tanggungan;
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d. Tanggal hari ketujuh setelah pembukuan hak yang terakhir atas
nama pemberi Hak Tanggungan, daiam hai yang dijadikan objek
Hak tanggungan 2 atau lebih hak atas tanah atau hak Milik Atas
satuan Rumah Susun yang masing-masing berbeda tingkat
penyeiesaian pendaftarannya, dengan ketentuan bahwa apabila
hari ketujuh tersebut jatuh pada hari libur, maka buku tanah Hak
Tanggungan dan pencatatan diberi bertanggal hari kerja
berikuinya,
6) meneruskan seluruh dokumen kepada Kasubsi PPH dan PPAT
Kasubsi PPH dan PPAT akan :
1. meneliti kembali seluruh dokumen
2. membubunkan paraf pada buku tanah, sertipikat hak atas tanar,
buku tanah Hak Tanggungan dan sertipikat hak Tanggungan
3. meneruskan kepada Kasi P (pengukuran) dan PT {pendaftaran tanah)
Kasi P dan PT akan :
1. meneliti ulang seluruh dokumen
2. membubuhkan paraf pada buku tanah, sertipikat hak atas tanah,
buku tanah Hak Tanggungan dan sertipikat hak Tanggungan
3. meneruskan kepada Kepala Kantor
Kepala kantor akan :
1. melakukan pengecekan terakhir
2. menandaiangani buku tanah, sertipikat hak atas ianah, buku tanah
Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Tanggungan

3. meneruskan kepada petugas pelaksana
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I Petugas pelaksana akan membukukan dan meneruskan ke ioket it
(bagian keuangan)

J. Loket Il (bagian keuangan) akan membukukan dan meneruskannya ke
ioket IV {petugas yang menyerahkan serfipikat Hak Tanggungan dan
sertifikat hak atas tanah)

K. LoketiV {petugas yang menyerahkan sertipikat) melakukan :

1. mencatat nomor pembukuan loket 1], petugas pelaksana dan catatan
Hak Tanggungan di buku tanah dan sertifikat hak atas tanah

2. mencatat tanggal dan penandatangan penerima sertipikat hak atas
tanah dan sertipikat Hak Tanggungan oleh pemohon

3. mengarsipkan dokumen, buku tanah hak atas tanah, buku tanah hak
Tanggungan

4. sertipikat hak atas tanah yang sudah diberi catatan mengenai adanya
Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan apabila APHT tidak dicantumkan janji bahwa sertipikat
akan disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan, sedangkan apabila
di dalam APHT tercantum janji tersebut maka sertipikat hak atas
tanah itu diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan atau
kuasanya berdasarkan janit itu.

Dengan demikian selesailah proses pendaftaran. Hakt Tanggungan yang

bersangkutan , kepastian mengenai tanggainya Hak Tanggungan tersebut

penting bagi kreditor karena tanggal Ilahimya tersebut menentukan
diperoiehnya hak preferen, peringkat Hak Tanggungan, kedudukan terhadap
sita jaminan vang diietakkan kemudian serta kedudukan dalam hai debitor

atau pemiiik jaminan jatuh pailit dan hak istimewa lainnya.
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Wakiu yang diperiukan untuk proses pendaftaran suatu Hak
Tanggungan sejak APHT dan warkahnya diterima dengan iengkap‘ oieh
Kantor Pertanahan sampai ditandatanganinya buku tanah Hak Tanggungan
menurut undang-undang hari ketujuh , namun dalam prakiek saat ini di kantor
Pertanahan di Kota Semarang, hal tersebut jarang dapat direaliisir karena
alasan keterbatasan tenaga dan sarana serta volume pekerjaan yang banyak,
namun Kantor Pertanahan tetap berusaha untuk melaksanakan apa yang
ditetapkan oleh undang-undang tersebut, %

Hasii wawancara dengan responden , diketahui bahwa sertipikat Hak
Tanggungan umumnya baru diterima oleh PPAT dari Kanior Perianahan
setelah 2 buian sejak APHT didaftarkan dan bisa lebih dari 2 bulan, bisa juga
kurang dari 2 bulan, bahkan bisa selesai dalam hitungan minggu dengan
adanya negosiasi terfebih dahulu antara PPAT dengan pihak yang berwenang
di Kantor Pertanahan, dan hal ini atas persetujuan dari para pihak khususnya
kreditor.

Dalam proses pembuatan APHT sarmpai dengan penerimaan sertipikat
Hak Tanggungan ini ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi PPAT,
anta'ra lain %

a) Kalau pengecekan sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan terlaiu
lama (3 sampai 4 hari), |

b) Ada data dalam sertipikat hak atas tanah yang tidak sesuai dengan buku
tanah (misalnya surat ukur) di Kanior Pertanahan dan harus diukur -Iagi;

€} Proses pendaftaran di Kantor Pertanahan terlaiu fama;

** KGS. M. Yunus Suadi, Staf Peralihan Hak Kantor Pestanahan Kota Semarang, wawancara fanggal |
_ Apri 2005
i Suyanto, Notaris/PPAT, wawancara tanggal 16 April 2005
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d) Bila terdapat kesalahan penulisan pada sertifikat Hak Tanggungan dan
periu wakiu untuk pembetulannya.

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan di kanior PPAT dengan
dibuainya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oieh pejabat tersebut,
yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria
/ Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Formulimya disediakan oleh BEN melaiui
Kantor Pos. Pasal 96 -éyat (2) PMNA tersebut meneniukan bahwa pembuatan
APHT dan SKMHT harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai
bentuk yang ditetapkan oleh peraturan tersebut dan dalam ayat (3)
ditegaskan bahwa kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftar HT yang
diberikan, apabila APHT yang bersangkutan dibuat berdasarkan SKMHT
yang pembuatannya tidak menggunakan forrmulir yang telah disediakan.

Daiam Pasal 45 PP 24 tahun 1997 juga diadakan ketentuan yang
mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan menoiak melakukan pendaftaran
peralinan atau pembebanan hak yang dimohon. Penolakan itu harus
dilakukan secara tertuiis, yang disampaikan kepada vang berkepentingan
dengan menyebutkan alasan-aiasannya, disertai dengan pengembaiian
berkas permohonannya, dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor
Leiang.

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk meiékukan pendaftaran
peraiihan atau pembebanan hak, jika salan satu syarat dibawah ini tidak
dipenuhi :

1. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak

sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;




Mo

perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasai 37 ayat (1) tidak
dibukiikan dengan akta PPAT atau kuiipan risalah ielang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana
dimaksud daiam Pasai 37 ayat (2);

dokumen yang diperiukan untuk pendafiaran peraiihan atau pembebanan
hak yang bersangkutan tidak iengkap;

tidak diperuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadiian;
perbuatan hukum yang dibuktkan dengan akta PPAT batal atau
dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang felah memperoieh kekuatan
hukum tetap, mengenai hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal
tersebut, bahwa akia PPAT merupakan aiat untuk membukiikan telah
dilakukannya suatu perpuatan hukum. Gleh karena itu apabila perbuatan
hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak
perfungsi lagi sebagai alat bukiinya. Dalam pada itu apabila suaty
perbuatan hukum dibataikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
sedangkan perbuatan hukum itu sudah terdaftar di Kantor Pertanahan,
maka pendaftarannya tidak dapat dibatalkan. Perubahan data
pendaftaran tanah sebagai akibat pembatalan perEuaian nukum yang
bersangkutan, harus didasarkan atas alat bukii lain, misainya putusan

Pengadilan atau akia PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

~ perbuatan hukum sebagaimana dimaksud daiam Pasal 37 ayat (1)

dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.
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Namun daiam praktek, hal tersebut diatas jarang sekali terjadi karena PPAT

selaiu berusaha uniuk melengkapi pérsyaratan yang dibutuhkan dan
melakukannya sesuai cengan yang peraturan perundang—undangan ;raﬁg
mengaturnya sebeium mendaftarkan Hak tanggungan tersebut, sehingga
Kantor Pertanahan tidek pernah mengembalikan APHT dan warkahnya
atapun menoiak pendaftaran Hak Tanggungan, hal ini disebakan karena
menyangkut periindungan hukum terhadap klien juga karena jabatan PPAT
sebagai pejabat umurn adaiah jabatan kepercayaar:.

Dari uraian diatas teriihat bahwa PPAT mempunyai peranan dan
tanggung jawab yang peniing daiam proses pendafiaran Hak Tanggungan,
Karena disamping ia harus mengumpulkan dengan cermat semua dokumen-
dokurnen yang menjadi sumber data yuridis sebagaimana disyaratkan olen
undang-undang, ia juga merupakan satu-saiunya pejabat yang diberi
kewenangan untuk membuat APHT dan diwajibkan untuk menyampaikan
APHT yang teiah dibuatnya beserta berkas-berkasnya yang diperiukan ke
Kantor Pertanahan untuk didafiar.

Peranan Kantor Pertanahan dalam proses pembebanan Hak
Tanggungan juga sangat peniing, karena pendaftaran yang meneniukan
lahimya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Bagi kreditor
pemegang Hak Tanggungan, yang terpenting der;(gan lahirnya Hak
Tanggungan tersebut adaiah berlakunya hak istimewa dari kreditor terhadap

pihak ketiga.

80




Berdasarkan anaiisis data sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambii

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berixut

5.1. KESIMPULAN

i.

Feranan Pejabat Pembuat Akia Tanan (PPAT) dalam prakiek

pendaftaran Akia Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adaiah:

a. PPAT merupakan satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan
untuk membuat APHT dan diwajibkan untuk menyampaikan APHT
yang teiah dibuatnya beserta berkas-berkasnya yang diperiukan ke
Kanior Pertanahan untuk didafiar.

b. Persiapan pembuatan APHT yang dimuiai dengan pengumputan data
yuridis vang menyangkut subjek (pemberi dan penerima Hak
Tanggungan) dan objek Hak Tanggungan serta data mengenai
adanya perjanjian pokok {perjanjian utang piutang).

c. Pemeriksaan pada kantor pertanahan setempat mengenai
kesesuaian seriifikat hak atas tanah yang menjadi objek jaminan
dengan data-data buku tanah yang ada di kantor pertanahan.

d. Pembuatan APHT yang harus dihadiri oleh para pihak {pemberi dan
penerima Hak Tanggungan) atau kuasanya dengan SKMHT dan

saksi-saksi .
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Z.

5.2

N

N

Tanggung jawab PFPAT daiam prakiek pendaftaran APHT adalah :

a.

o

ARA

Bertanggung jawab mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat
dalam akta;

Bertanggung jawab mengenai idenfitas para penghadap yang
merupakan pihak-.pihak yang meiakukan perbuatan nukum, kepastian
bahwa objek Hak Ténggungan sesuai dengan data buku tanah di
kantor pertananan dan bebas dari sengkeia;

Béﬁanggung jawab dalam mengurus pendaftaran Hak Tanggungan di
Kantor Pertanahan sampai menerima seriipikat Hak Tanggungan dan
menyerahkannya kepada kreditor;

Bertanggung jawab terhadap semua akibat, termasuk kerugian yang
diderita pihak-pihak yang bersangkutan, yang disebabkan oleh
keterlambatan penginman APHT dan warkannya karena keialaian

FPAT.

Untuk menjamin kepastian hukum dari suatu akta, diharapkan PPAT

menandatangani APHT sefeiah dokumen-dokumen yang dibutuhkan

untuk pembuatan APHT sudah iengkap.

Untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan keranfaatan,

seyogianya tanggal buku tanah Hak Tanggungan yang menentukan saat

lahirnya Hak Tanggungan dibuai berianggal hari yang sama dengan

diterimanya secara lengkap APHT dan warkah-warkahnya oieh Kantor

Pertanahan untuk pendaftarannya seperti daiam pendaftaran fidusia.

o
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Sistem komputerisasi di bidang administrasi hak atas tanah termasuk Hak
Tanggungan yang didukung oleh sumber daya manusia yang handai
sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah,
guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien serta memberi
kepastian dan periindungan hukum bagi pihak-pihak  vyang
berkepentingan.

Diharapkan adanya kerja sama yang baik dan saling membantu dalam
batas tugas masing-masing diantara PPAT dan Kantor Pertanahan,

sehingga tercapai tertib administrasi dan tertib hukum yang harmonis.
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